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Pengantar Kebijakan Safeguarding Habitat Indonesia 

Habitat Indonesia adalah yayasan nasional yang berafiliasi dengan Habitat For Humanity 

International (HFHI) yang merupakan sebuah organisasi kemanusiaan nirlaba Kristen global, yang 

bertekad untuk mengatasi masalah warga tanpa akses tempat tinggal dan perumahan yang di bawah 

standar di seluruh dunia serta mendorong pemenuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi 

semua. Habitat For Humanity International dibentuk di Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat dan 

beroperasi di seluruh dunia, dengan beberapa kantor regional di Amerika Latin; Eropa, Afrika dan 

Timur Tengah; Asia dan Pasifik. Berdiri pada tahun 1976, hingga sekarang HFHI telah membantu lebih 

dari 22 juta orang dengan membangun atau memperbaiki rumah mereka. 

Habitat Indonesia adalah lembaga kemanusiaan kristiani dan berkomitmen pada standar etika 

tertinggi dalam menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia. Habitat Indonesia berkomitmen 

melakukan yang terbaik dalam pelayanannya dengan mengedepankan perlindungan, keselamatan, 

dan lingkungan kerja yang aman dengan etika yang tinggi. Menekankan penatalayanan yang baik, hati-

hati dan peduli pada semua karyawan, pemagang, kontraktor, konsultan, pemasok, donatur, 

penerima manfaat, kelompok rentan, dan masyarakat sekitar termasuk anak-anak; dan bertanggung 

jawab atas semua dana dan sumber daya yang dipercayakan kepada Habitat Indonesia  

Salah satu wujud komitmen itu adalah dengan membuat dan memberlakukan Kebijakan 

Safeguarding bagi seluruh entitas Habitat Indonesia, yang salah satu maksudnya adalah untuk 

menguatkan perlindungan bagi anak dan kelompok rentan lainnya, terutama penerima manfaat 

program dan masyarakat di sekitar wilayah kerja Habitat Indonesia. Kebijakan Safeguarding ini juga 

untuk memberi pencerahan tentang semua tindak yang bertentangan dengan nilai-nilai dan 

kepentingan terbaik Habitat Indonesia, dengan demikian akan terwujud lingkungan kerja dan kondisi 

masyarakat yang bebas dari eksploitasi dan pelecehan terhadap kelompok rentan termasuk anak, 

aman, dan berkeadilan. Karenanya Kebijakan Safeguarding ini berlaku di setiap waktu (termasuk di 

luar jam kerja) dan di setiap lokasi entitas Habitat Indonesia bekerja. Juga memuat mekanisme 

pelaporan untuk menindaklanjuti pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap ketentuan 

dan/atau maksud kebijakan ini. 

Kebijakan Safeguarding ini merupakan kumpulan dan payung bagi berbagai kebijakan yang 

sudah dan di kemudian hari akan dikembangkan demi perlindungan anak, kelompok rentan, terutama 

penerima manfaat program dan masyarakat di sekitar wilayah kegiatan Habitat Indonesia. Kebijakan 

Safeguarding ini dibuat dengan mengacu pada kebijakan Safeguarding HFH International namun 

dengan mengedepankan konteks Indonesia, kepentingan internal (ke dalam) dan eksternal (keluar) 

Habitat Indonesia dalam hubungan dengan dan termasuk keperluan advokasi kepada pemerintah, 

donor, lembaga sejenis, dan publik pada umumnya. 
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Tujuan utama Kebijakan Safeguarding ini adalah untuk memberi informasi, meningkatkan 

kesadaran, dan untuk digunakan sebagai pedoman bagi semua kegiatan Habitat Indonesia, baik 

sebagai organisasi maupun bagi setiap orang yang bekerja pada dan terkait dengan Habitat Indonesia.  

 

I. Landasan Kebijakan Safeguarding Habitat Indonesia 

A. Prinsip Misi  

Visi  

“Dunia di mana setiap orang memiliki hunian yang layak.” 

Misi  

“Berusaha mewujudkan kasih Tuhan, Habitat Indonesia mengajak setiap orang untuk 

membangun hunian, komunitas, dan harapan.” 

Prinsip Misi: 

1. Menunjukkan kasih Tuhan 

Kami melakukan pekerjaan kami untuk menunjukkan kasih dan ajaran Tuhan 

dengan bertindak sesuai keyakinan bahwa kasih dan anugerah Tuhan berlimpah 

untuk semua, dan bahwa kita harus menjadi “tangan dan kaki” dari cinta dan 

anugerah itu di dunia kita. Kami percaya bahwa, melalui iman, tindakan kecil dapat 

berlipatganda untuk mencapai hal yang luar biasa, dalam iman, dan hubungan yang 

saling menghormati yang dapat tumbuh di antara sesama. 

2. Fokus pada hunian 

Kami telah memilih, sebagai cara kami untuk mewujudkan kasih Tuhan, 

dengan menciptakan peluang bagi semua orang untuk dapat tinggal di tempat yang 

layak dan tahan lama. Kami mewujudkan keyakinan dengan membantu membangun, 

merenovasi atau melestarikan hunian, dan bermitra dengan para pihak lain untuk 

mempercepat dan memperluas akses ke hunian yang terjangkau sebagai landasan 

untuk memutus siklus kemiskinan. 

3. Mengadvokasi hunian yang terjangkau. 

Menanggapi panggilan nabi Mikha untuk melakukan keadilan, berbelas 

kasihan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, kami mempromosikan 

hunian yang layak dan terjangkau untuk semua, dan kami mendukung komitmen 

komunitas global untuk hunian sebagai hak asasi manusia. Kami akan mengadvokasi 

kebijakan hunian yang adil dan selayaknya untuk menghilangkan kendala yang 

menyebabkan adanya hunian yang tidak layak. Dalam setiap pekerjaan, kami akan 

menempatkan masalah hunian di hati dan pikiran kami dengan sungguh-sungguh, 
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sehingga hunian yang tidak layak tidak dapat diterima secara sosial, politik, dan 

agama. 

4. Meningkatkan martabat dan harapan 

Kami percaya bahwa tidak ada kehidupan yang bermartabat sampai semua 

orang bisa hidup bermartabat. Kami percaya bahwa setiap orang memiliki sesuatu 

untuk disumbangkan dan diperoleh dari membangun komunitas di mana semua 

orang memiliki hunian yang layak dan terjangkau. Kami percaya bahwa martabat dan 

harapan dapat dicapai dengan baik melalui kemitraan yang setara dan bertanggung 

jawab. 

5. Mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan transformasional 

Kami memandang pekerjaan kami berhasil ketika hal itu mengubah 

kehidupan dan meningkatkan perubahan sosial, ekonomi, dan spiritual yang positif 

dan berkelanjutan dalam komunitas; ketika hal itu didasarkan pada rasa saling 

percaya dan berbagi pencapaian secara menyeluruh; dan ketika hal itu menunjukkan 

penatalayanan yang bertanggung jawab atas semua sumber daya yang dipercayakan 

kepada kami. 

 

B. Perjanjian Etika Habitat Indonesia 

Perjanjian Etika (Kode Etik) Habitat Indonesia adalah suatu janji yang dibuat oleh 

seluruh karyawan bahwa kami akan menjalankan tugas dengan taat pada standar perilaku 

dan etika tertinggi. Pernyataan Misi Habitat Indonesia menyatakan maksud kami untuk 

mengajak semua orang membangun hunian, komunitas, dan harapan. Sebagai individu 

dan organisasi, perilaku kami dalam hal-hal yang dimaksudkan dalam Perjanjian Etika ini 

secara langsung mempengaruhi kemampuan kami untuk menyatukan setiap orang di 

balik Misi tersebut.  

Menyadari pentingnya mempertahankan standar etika tertinggi, pimpinan 

Habitat Indonesia telah menggabungkan standar kerja kemanusiaan internasional, praktik 

kerja yang baik, dan ajaran serta teladan Yesus Kristus dalam Perjanjian Etika ini. 

Perjanjian ini berlaku untuk semua badan pengurus,  karyawan, kontraktor, pemagang, 

relawan, dan pemasok, yang untuk selanjutnya disebut sebagai para pihak, serta para 

penerima manfaat termasuk perempuan dan anak. Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk 

bertentangan dengan peraturan, kebijakan, standar perilaku program tertentu atau 

standar profesional lainnya, tetapi lebih untuk mempermudah dalam memilih tindakan 

yang tepat.  
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Setiap orang dari antara kami bertanggung jawab untuk mengetahui dan 

mematuhi Perjanjian ini, sesuai undang-undang, peraturan-peraturan, dan kebijakan-

kebijakan Habitat Indonesia yang berlaku pada pekerjaan kami. Semua pimpinan di semua 

tingkat memiliki tambahan tanggung jawab untuk menjadi contoh yang baik dan untuk 

mengawasi tindakan-tindakan karyawan mereka.  

Hukum dan norma budaya bisa berbeda-beda di setiap daerah tempat karyawan 

Habitat Indonesia bekerja, namun perilaku etik itu melampaui ketaatan minimal terhadap 

hukum. Habitat Indonesia berjuang untuk patuh pada perundangan dan peraturan yang 

tersirat dan tersurat yang berlaku bagi organisasi Habitat Indonesia.  

Para pimpinan di semua tingkat dari National Director dan jajarannya wajib untuk 

membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai Perjanjian Etika ini. Apabila ada 

ketidakjelasan tentang makna dari hukum, peraturan atau bagaimana 

mengaplikasikannya di situasi tertentu, hendaknya menghubungi bagian Komite 

Safeguarding dan/atau HRD untuk ketidakjelasan yang masih ada.  

Karyawan Habitat Indonesia akan: 

1. Menjaga aset Habitat Indonesia 

2. Membuat dan menyimpan laporan dan dokumen yang akurat 

3. Menjaga informasi konfidensial dan hak milik organisasi 

4. Menjalankan tugas dengan penuh ketaatan pada semua hukum dan peraturan yang 

mengatur lembaga nirlaba 

5. Menjalankan tugas dengan penuh ketaan terhadap semua hukum dan peraturan yang 

mengatur kegiatan dalam dunia usaha. 

6. Menghindari dan menjauhkan diri dari potensi konflik kepentingan dan setiap konflik 

kepentingan yang nyata 

7. Memperlakukan semua donatur, karyawan, relawan, mitra, dan pemasok secara adil, 

sesuai dengan peraturan Habitat Indonesia 

8. Menghargai hak asasi setiap orang dan melindungi penerima manfaat termasuk anak-

anak dari kemungkinan eksploitasi dan perlakuan salah 

9. Peduli terhadap setiap kemungkinan pelanggaran etika 

Kode Perilaku Habitat Indonesia 

1. Menjaga aset Habitat Indonesia 

Kami bertanggung jawab untuk menjaga semua aset yang ada di bawah 

penguasaan Habitat Indonesia dan menyediakan data aset yang akurat, bisa diaudit, 
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termasuk uang kas apabila ada. Kami akan memelihara dan menjaga semua aset yang 

dipercayakan, sebagaimana menjaga barang milik pribadi dalam kondisi yang sama.  

Kami akan menggunakan aset hanya untuk urusan kegiatan kerja dan untuk 

kepentingan terbaik bagi Habitat Indonesia. Setiap orang di antara kami tidak akan 

mencuri, menyalahgunakan atau mengalihkan dana, kepemilikan atau aset Habitat 

Indonesia lainnya untuk keuntungan pribadi atau sebaliknya terlibat dalam kegiatan 

penipuan yang melibatkan Habitat Indonesia. 

Kami bertanggung jawab terhadap penggunaan semua dana dengan cermat, 

sadar akan biaya dan penggunaan yang efektif, termasuk dana untuk perjalanan 

maupun untuk keperluan keramahtamahan (hospitality). Ketika menggunakan biaya 

atas nama Habitat Indonesia, kami akan meminta penggantian biaya hanya untuk 

pengeluaran yang diijinkan oleh peraturan Habitat Indonesia dan akan 

mendokumentasikan semua pengeluaran dengan lengkap dan jelas.  

Kami tidak akan memindahkan peralatan tanpa ijin terlebih dahulu. Tanpa 

memperhatikan pemakaian dan kondisinya saat itu, kami tidak akan menjual, 

meminjamkan, memberikan atau membuang aset Habitat Indonesia tanpa otoritasi 

yang memadai sesuai dengan prosedur yang berlaku.  

2. Membuat dan menyimpan laporan dan dokumen yang akurat 

Kami akan menyimpan dokumen seluruh transaksi secara akurat dan secara 

umum dapat diaudit sesuai dengan prinsip akuntansi. Kami tidak akan pernah 

memasukkan data dengan niat sengaja untuk menyembunyikan atau menyamarkan 

maksud sebenarnya dari transaksi atau membuat dana untuk digunakan bagi tujuan 

lain.  

Kami akan berusaha sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa informasi yang 

kami catat dan serahkan kepada pihak lain - baik di dalam maupun di luar Habitat 

Indonesia - akan akurat, tepat waktu, dan lengkap. kami tidak akan menggunakan 

suatu laporan (keuangan atau non-keuangan) untuk menyesatkan mereka yang 

menerima laporan tersebut atau menutupi sesuatu. Kami akan menyimpan dokumen 

sesuai dengan kebijakan manajemen data dan jadwal penyimpanan dokumen. 

3. Menjaga informasi konfidensial dan hak milik organisasi 

Kami akan menjaga informasi-informasi konfidensial terkait Habitat 

Indonesia. Informasi konfidensial adalah informasi yang tidak boleh diketahui secara 

umum di luar organisasi dan tidak boleh disebarkan lewat sarana umum; termasuk 
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laporan keuangan, laporan badan pengurus, informasi donor, informasi personalia, 

dan penawaran pemasok.  

Informasi konfidensial bisa juga termasuk informasi yang diberikan oleh pihak 

lain kepada Habitat Indonesia atau disediakan oleh pihak lain dengan tujuan 

kerahasiaan/perjanjian untuk tidak diungkapkan.  

Kecuali ada persetujuan, kami tidak akan membuka informasi konfidensial 

Habitat Indonesia - meskipun hal tersebut tidak menempatkan Habitat Indonesia 

pada posisi kerugian. Demikian juga, kami akan menghormati kerahasiaan informasi 

yang diberikan oleh pihak lain.  

Apabila perlu untuk menerima atau membuka informasi konfidensial dalam 

konteks suatu transaksi kegiatan usaha tertentu, kami akan membicarakan situasi 

tersebut dengan atasan dan sebagaimana layaknya dengan penasihat legal Habitat 

Indonesia.  

Terpisah dari yang diketahui sebagai “pengguna yang sah” dari dokumen 

organisasi seperti hak cipta dan merek dagang, kami tidak akan menggunakan 

dokumen organisasi tanpa seijin pemiliknya. Ini termasuk penggandaan software 

komputer tanpa izin, dan membuat beberapa duplikat dari suatu publikasi ketika 

hanya satu produk yang telah dibeli.  

4. Menjalankan tugas dengan penuh ketaatan pada semua hukum dan peraturan yang 

mengatur lembaga nirlaba 

Kami akan menjaga status Habitat Indonesia sebagai lembaga nirlaba dengan 

tidak menggunakan aset Habitat Indonesia untuk mendukung calon pejabat publik, 

mengerahkan pendukung untuk memiliki atau mengalahkan calon pejabat publik lain, 

atau mengaitkan Habitat Indonesia dengan suatu partai politik.  

Ketika kami berpartisipasi dalam kegiatan politik pribadi atau memberikan 

kontribusi politik, kami akan menjelaskan bahwa kami sedang bertindak atas nama 

diri sendiri dan tidak atas nama Habitat Indonesia.  

5. Menjalankan tugas dengan penuh ketaatan terhadap semua hukum dan peraturan 

yang mengatur kegiatan dalam dunia usaha. 

Menghindari semua tindakan yang dapat disalah-artikan seperti anti 

persaingan, monopoli atau berlawanan dengan praktik-praktik persaingan pasar. 

Contohnya tidak akan melibatkan Habitat Indonesia dalam kompetisi yang tidak 

sehat, mengatur harga atau penawaran; transaksi eksklusif yang tidak wajar; atau 

praktik-praktik pasar yang ilegal. 
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Tentang beberapa pertanyaan mengenai perdagangan yang paling umum 

muncul dalam konteks tanggung jawab pemasaran, penjualan, atau pembelian; 

diskusi dengan para pesaing; dan peserta pada pertemuan dagang atau asosiasi 

profesional. Apabila kami tidak yakin mengenai apakah suatu aktivitas tertentu adalah 

pelanggaran antitrust dagang atau hukum dagang yang wajar, kami akan berbicara 

dengan atasan langsung atau penasihat legal Habitat Indonesia. 

Kami tidak akan menerima, memberikan, memfasilitasi penyuapan, 

pembayaran kembali (kick back), komisi berlebihan, dan pembayaran yang tidak wajar 

lainnya. 

Kami tidak akan berpartisipasi secara sadar dalam kegiatan apapun yang 

melanggar setiap hukum yang berlaku, peraturan atau kebijakan dari pemerintah, 

lembaga pemerintahan atau badan hukum. 

6. Menghindari dan menjauhkan diri dari potensi konflik kepentingan dan setiap konflik 

kepentingan yang nyata 

Konflik kepentingan potensial atau akan terjadi adalah saat seseorang berada 

dalam posisi untuk mempengaruhi suatu keputusan yang berakibat secara langsung 

atau tidak langsung kepada keuntungan pribadi orang tersebut atau orang dekatnya 

dikarenakan pelayanan dalam Habitat Indonesia. 

Tanpa persetujuan sebelumnya dari atasan, kami tidak akan terlibat dalam 

setiap transaksi kegiatan usaha atau nama Habitat Indonesia dengan orang yang 

memiliki hubungan dengan kami atau dengan suatu badan usaha dimana orang dekat 

menjadi pejabat, pembuat keputusan atau penerima manfaat keuangan. 

Apabila kami memiliki kesempatan untuk menggunakan pemasok atau 

perusahaan kontraktor untuk urusan pribadi, kami akan membayar secara pribadi 

penuh dengan harga pasaran untuk pelayanan yang diberikan dan barang-barang 

yang disediakan. 

Kami tidak akan menerima pembayaran dari organisasi atau peorangan lain 

untuk melakukan pekerjaan yang telah dibayar oleh Habitat Indonesia untuk kami 

lakukan selama masa jabatan kami. Contohnya, apabila kami ditawari suatu honor 

atau pembayaran (baik uang atau hadiah) untuk persiapan atau penyampaian suatu 

presentasi mengenai Habitat Indonesia atau aspek lain dari yang berkaitan, kami akan 

dengan bijaksana menolaknya atau meminta dibayarkan langsung ke rekening Habitat 

Indonesia. 
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Kami akan memintakan persetujuan atasan sebelum menyetujui untuk 

melayani atas nama Habitat Indonesia di luar entitas Habitat Indonesia. Persetujuan 

itu kemudian harus dilaporkan kepada CFO/Head of Finance Habitat Indonesia. 

Dengan berkonsultasi dengan Habitat Indonesia, kami akan menolak pembayaran dari 

pihak di luar yang meminta layanan dan meminta Habitat Indonesia untuk melakukan 

semua pembayaran untuk pelayanan di luar organisasi Habitat Indonesia. 

 

Hadiah/Pemberian terkait Kegiatan Kerja 

Pemberian yang terkait kegiatan kerja (termasuk layanan, diskon, hiburan, 

perjalanan, makanan, materi atau contoh promosi) merujuk pada situasi yang tidak 

lepas dari masalah kompromi. Kami akan memeriksa setiap situasi yang berpotensi 

menimbulkan prasangka terhadap suatu pemberian.  

Baik kami sendiri, maupun anggota keluarga dekat kami tidak akan menerima 

pemberian dari pelanggan yang ada atau potensial, pemasok, atau badan usaha; dari 

orang profesional manapun dengan siapa kami atau untuk siapa kami melakukan 

kegiatan kerja atas nama Habitat Indonesia, atau perwakilannya, kecuali kondisi 

berikut terpenuhi: 

a. Pemberian dikirim ke tempat kerja, bukan ke tempat tinggal kami 

b. Pemberian hanya sesekali dan bernilai tidak lebih dari USD 20, atau apabila lebih 

dari USD 20, pemberian disediakan untuk tim atau tempat umum supaya bisa 

dibagi dengan karyawan lain di Habitat Indonesia. Makanan dan oleh-oleh yang 

diperoleh dari kegiatan kerja lainnya berlaku dengan standar yang sama. Harus 

sederhana, hanya sesekali, dan atas dasar timbal balik. 

 

Di luar kepentingan keuangan dan pekerjaan 

Kami tidak akan terlibat dalam kegiatan kerja di luar Habitat Indonesia, seperti 

menduduki suatu jabatan, kepentingan keuangan (termasuk kepemilikan usaha), dan 

pelayanan pada badan umum, kecuali semua kondisi berikut terpenuhi: 

a. Hubungan antara kegiatan kerja lain dan pekerjaan kami di Habitat Indonesia 

tidak berkaitan dan tidak mengganggu  

b. Kepemilikan dan keterlibatan kami dalam badan usaha lain tidak berhubungan 

dengan pekerjaan kami di Habitat Indonesia 

c. Tidak ada hubungan kompetitif atau komersil lainnya yang terjadi antara kegiatan 

kerja di luar hal tersebut dan Habitat Indonesia.  
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Baik kami maupun anggota keluarga dekat kami tidak akan mempunyai 

kepemilikan atau kepentingan keuangan atau dipekerjakan langsung oleh pemasok, 

kontraktor, pelanggan, atau pesaing yang berurusan dalam pekerjaan dengan kami 

sebagai karyawan Habitat Indonesia, tanpa pemberitahuan penuh sebelumnya dan 

izin tertulis dari atasan serta manajer HR.  

Demikian pula, kami tidak akan berusaha memasukkan Habitat Indonesia dalam 

transaksi apapun dengan kegiatan usaha dimana karyawan memiliki 

kepentingan/hubungan keuangan, tanpa pemberitahuan penuh sebelumnya dan izin 

dari Chief Financial Officer. 

Kami tidak akan terlibat dalam aktivitas di luar yang mengganggu atau 

menyebabkan suatu situasi adanya kompensasi ganda.  

Kami akan berusaha keras untuk memberikan upaya terbaik bagi pelayanan 

Habitat Indonesia dan tidak akan terlibat dalam kepentingan kegiatan usaha di luar 

atau jabatan yang mengalihkan perhatian kami dari tanggung jawab kami di Habitat 

Indonesia atau tidak berperilaku yang dapat menyebabkan kerugian organisasi.  

(Untuk tujuan Perjanjian ini, kepemilikan saham pada perusahaan dagang publik 

dimana Habitat Indonesia melakukan kegiatan usaha dianggap bukan suatu konflik 

kepentingan, asalkan kepemilikan saham hanya minimal). 

7. Memperlakukan semua donatur, karyawan, relawan, mitra, dan pemasok secara adil, 

sesuai dengan peraturan Habitat Indonesia 

Kami akan memperlakukan donatur, karyawan, relawan, mitra, dan pemasok 

dengan hormat, sewajarnya dan adil. Oleh karena itu, dalam pekerjaan kami dengan 

para donatur, karyawan, mitra, relawan, dan pemasok, kami tidak akan: 

a. Membuat janji yang tidak diizinkan oleh peraturan operasional Habitat Indonesia 

atau kebijakan lainnya 

b. Secara sengaja memasukkan informasi yang menimbulkan salah tafsir 

c. Menawarkan keuntungan atau hadiah yang berlawanan dengan hukum, 

peraturan atau praktik kegiatan yang diterima secara umum 

Kami akan memilih pemasok barang/jasa dan memutuskan pembelian 

dengan sikap yang konsisten dengan Perjanjian Etika ini. Praktik etika pembelian 

termasuk membuat keputusan dasar atas harga, kualitas, kuantitas, pengantaran 

atau layanan. Keputusan pembelanjaan sering kali memberikan situasi adanya 
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kemungkinan konflik kepentingan. Kami akan menyampaikan laporan setiap 

kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dan menghindarkan diri dari konflik 

tersebut. 

 

8. Menghargai hak asasi setiap orang dan melindungi penerima manfaat termasuk anak-

anak dari kemungkinan eksploitasi dan perlakuan salah 

Sejalan dengan standar yang dibuat oleh PBB, kami akan menghargai dan 

mempromosikan hak asasi setiap manusia, dengan memberi perhatian khusus kepada 

penerima manfaat termasuk anak, tanpa melakukan tindak diskriminasi apapun.  

Kami akan memperlakukan semua penerima manfaat termasuk anak dengan 

hormat, sopan, dan bermartabat. (Ref: HFHI Code of Conduct, HFHI Safeguarding 

Policy 2019 appendix E: key terms)  

Kami tidak akan terlibat dalam setiap penyalahgunaan wewenang, jabatan 

atau pengaruh dengan menahan bantuan kemanusiaan atau memanipulasi proses 

pemilihan atau penentuan penerima manfaat. 

Kami akan berperilaku sesuai dengan standar yang berlaku di PBB untuk 

melindungi penerima manfaat termasuk anak-anak dari eksploitasi dan perlakuan 

salah seksual, secara khusus tetapi tidak hanya selama terjadi krisis kemanusiaan. Hal 

tersebut merupakan perilaku tidak patut oleh karenanya dapat menjadi dasar untuk 

pemutusan hubungan kerja. Oleh karenanya kami mengakui standar berikut dan akan 

mendukungnya dalam pelaksanaan tugas kami: 

a. Karyawan dan relawan Habitat Indonesia tidak akan terlibat dalam eksploitasi dan 

pelecehan seksual (Ref: HFHI Code of Conduct, HFHI Safeguarding Policy 2019 

appendix E: key terms) 

b. Karyawan dan relawan Habitat Indonesia tidak akan telibat dalam aktivitas 

seksual yang melibatkan anak (mereka yang berusia di bawah 18 tahun) tanpa 

merujuk ke usia anak yang secara sah berlaku menurut kebiasan dan peraturan 

setempat. Salah menilai usia anak yang dengannya terjadi kegiatan seksual bukan 

merupakan alasan pembenaran 

c. Karyawan dan relawan Habitat Indonesia tidak akan menukar uang, jabatan, 

barang atau layanan, termasuk bantuan yang berhak diterima penerima manfaat, 

untuk tujuan seks, bantuan terkait seks atau bentuk lain, atau memperlakukan 

penerima manfaat dengan sikap penghinaan, penurunan martabat atau perilaku 

eksploitasi 
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d. Karyawan dan relawan Habitat Indonesia dilarang untuk terlibat dalam hubungan 

seksual dengan penerima manfaat karena pada dasarnya hubungan ini 

merupakan akibat ketidaksetaraan kedudukan dan kekuatan, juga akan merusak 

kredibilitas dan integrasi pekerjaan bantuan kemanusiaan 

e. Apabila kami melihat kecurigaan adanya eksploitasi dan pelecehan seksual yang 

dilakukan oleh teman sekerja, baik itu karyawan atau relawan Habitat Indonesia 

atau lembaga bantuan kemanusiaan lain, kami akan melaporkan hal tersebut 

melalui mekanisme pelaporan kepada otoritas atau lembaga yang terkait.  

f. Kami akan menciptakan dan menjaga suatu lingkungan yang terhindar dari 

eksploitasi dan pelecehan seksual, dan ikut menyebarkan penerapan kode etik 

Habitat Indonesia. Setiap pimpinan memiliki tanggung jawab khusus untuk 

mendukung pengembangan sistem dalam upaya memelihara lingkungan yang etis 

dan kondusif.  

 

9. Peduli terhadap setiap kemungkinan pelanggaran etika 

Kami akan melaporkan pelanggaran terhadap Perjanjian Etika ini kepada 

atasan, atau Komite Safeguarding yang ditunjuk. Jika atasan merupakan pelaku, kami 

akan meningkatkan laporan langsung ke otoritas yang lebih tinggi melalui email: 

safeguarding@habitatindonesia.org atau nomor hotline +62-81230011343. 

Apabila laporan kami tidak mendapatkan tanggapan, maupun penanganan, 

maka kami dapat melapor melalui Habitat Ethics and Accountability Line 

(heal.habitat.org). 

Demikian juga, kami akan membuat laporan apabila kami memiliki 

kemungkinan konflik kepentingan, apabila kami menyadari suatu situasi yang 

memungkinkan terjadinya konflik kepentingan atau apabila kami meyakini secara hati 

nurani hal tersebut bertentangan, kami tidak akan melakukan sesuatu yang diminta 

untuk dilakukan.  

Pelaporan yang diharuskan oleh Perjanjian Etika ini bukan meniadakan atau 

menggantikan kewajiban pelaporan kami di bawah peraturan dan kebijakan Habitat 

Indonesia.  

Apabila kami adalah seorang atasan, kami akan melaporkan semua keluhan 

kepada Komite Safeguarding yang ditunjuk, sehingga pemeriksaan formal dapat 

dilakukan dan setiap pola yang muncul dari perilaku tidak etis atau setiap situasi yang 

berulang yang menunjukkan dilema etika dapat diketahui. 

mailto:safeguarding@habitatindonesia.org
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II. Tujuan Kebijakan Safeguarding Habitat Indonesia 

Sesuai dengan prinsip misinya, Habitat Indonesia berkomitmen pada standar etika 

tertinggi dan menentang segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah. Tujuan 

kebijakan ini adalah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja dan kehidupan yang 

aman, produktif, dan hormat kepada kolega serta untuk semua penerima manfaat termasuk 

anak. Tujuan Kebijakan Safeguarding ini adalah untuk: 

A. Mendefinisikan Safeguarding sebagai “Pencegahan dan tanggapan terhadap bahaya yang 

disebabkan oleh kekerasan fisik atau perlakuan salah seksual atau eksploitasi, pelecehan, 

atau perundungan terhadap orang-orang di komunitas yang kami layani (terutama orang 

dewasa dan anak-anak yang rentan) dan juga orang-orang yang bekerja atau bermitra 

dengan kami” 

B. Meningkatkan pemahaman tentang risiko Safeguarding dan menetapkan tanggung jawab 

untuk perilaku Safeguarding yang tepat oleh semua entitas Habitat Indonesia, termasuk 

namun tidak terbatas pada anggota para pihak 

C. Meneguhkan komitmen kami untuk memasukkan prinsip-prinsip Safeguarding dalam 

perencanaan strategis dan proyek, untuk menilai dan mengatasi potensi risiko 

Safeguarding yang terkait dengan keseluruhan operasi dan kegiatan proyek Habitat 

Indonesia 

D. Menetapkan proses untuk protokol Safeguarding yang diperlukan selama perekrutan dan 

pelatihan karyawan Habitat Indonesia 

E. Menentukan proses bagi seluruh entitas Habitat Indonesia untuk melaporkan 

kekhawatiran tentang dugaan pelanggaran Safeguarding dan untuk mempromosikan 

budaya akuntabilitas serta transparansi 

F. Menetapkan proses standar untuk menyelidiki dan mengelola dugaan pelanggaran yang 

dilaporkan 

G. Menetapkan budaya zero tolerance bagi setiap entitas Habitat Indonesia mana pun agar 

tidak terjadi pelanggaran prinsip Safeguarding 

 

III. Peraturan Perundang-undangan Nasional Terkait Safeguarding  

Perundang-undangan ini relevan dengan Kebijakan Pengamanan Habitat Indonesia dan akan 

digunakan sebagai acuan untuk mengatasi pelanggaran terhadap ketentuan dalam kebijakan 

ini. Mereka menentukan jika ada pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan 

memerlukan hukumannya: 



13 
 

 

A. UU No. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 

Undang-undang ini merupakan undang-undang pengesahan Konvensi ILO No. 138 

mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja; relevan dengan aturan Habitat 

Indonesia yang mengatur tentang usia minimum untuk bekerja. (Ref: HFHI Safeguarding 

Policy 2019: appendix C) 

B. Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan 

Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Ref: HFHI Safeguarding Policy 2019, section A & B) 

• Menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap 

korban eksploitasi seksual komersial anak 

• Mewujudkan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek eksploitasi 

seksual komersial anak 

C.  Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 yang kemudian ada beberapa pasal yang diubah, 

dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2021 Tentang Gugus Tugas 

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ref: HFHI Safeguarding 

Policy 2019, section A, B, & C) 

•   Mengatur fungsi dan tugas Gugus Tugas di tingkat nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota. 

•  Rencana aksi nasional dan daerah untuk mencegah dan menangani tindak pidana 

perdagangan orang. 

D. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Ref: Habitat Indonesia Employee 

Manual) 

Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 berisi tentang peraturan-peraturan 

terkait ketenagakerjaan dengan tujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan 

tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, 

memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga 

kerja beserta keluarganya.   

E. UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ref: 

HFHI Safeguarding Policy 2019, section A, B, & C) 

Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang berisi ketentuan 

umum, definisi, dan tindak pidana bagi siapa pun yang melakukan maupun terlibat dalam 

kasus perdagangan orang. 

F. UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Ref: HFHI Safeguarding Policy 2019, section C) 
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Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berisi tentang 

ketentuan umum, larangan dan pemberantasan tindak pornografi, perlindungan anak, 

pencegahan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, pemusnahan, dan ketentuan pidana 

tindak pornografi.  

G. UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Ref: HFHI Safeguarding Policy 2019, 

section C) 

Undang-undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 berisi tentang perubahan kedua 

atas Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Undang-undang 

perlindungan anak menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk kekerasan 

seksual dan tindak kekerasan lain terhadap anak.  

 

IV. Jaminan Terlaksananya Safeguarding Habitat Indonesia 

A. Safeguarding dalam proses rekrutmen 

Untuk menegakkan prinsip Safeguarding dan Perlindungan Anak termasuk penerima 

manfaat, langkah-langkah berikut akan dilakukan selama proses rekrutmen Habitat 

Indonesia, khususnya bagi karyawan Habitat Indonesia yang tugasnya berhadapan secara 

langsung dengan penerima manfaat dan/atau anak-anak: 

1. Wawancara dan proses seleksi 

Wawancara dilakukan dengan membahas uraian pekerjaan yang terkait Perjanjian 

Etika Habitat Indonesia dan harapan Habitat Indonesia untuk perilaku etis (termasuk 

Safeguarding). Pelamar diberitahu tentang latar belakang yang diperlukan dan 

pemeriksaan referensi selama proses seleksi. Untuk posisi yang melibatkan kontak 

langsung dengan penerima manfaat, anak-anak atau proyek terkait anak, setiap 

kekurangjelasan dalam riwayat pekerjaan akan diklarifikasi dan pertanyaan spesifik 

tentang Safeguarding (misalnya keselamatan anak, situasi bekerja langsung dengan 

penerima manfaat atau anak-anak) dapat ditanyakan sebagai bagian dari proses 

wawancara. 

2. Pemeriksaan latar belakang kriminal 

Sejalan dengan Kebijakan Penapisan Latar Belakang Habitat Indonesia, akan dilakukan 

pemeriksaan latar belakang kriminal terhadap semua  karyawan Habitat Indonesia, 

terutama mereka yang berhubungan langsung dengan penerima manfaat atau anak-

anak. Habitat Indonesia berhak untuk tidak mempekerjakan karyawan (atau termasuk 

relawan atau kontraktor) yang diyakini pernah melakukan pelanggaran ringan secara 
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langsung atau tidak langsung terkait dengan perlakuan salah seksual atau pelecehan 

terhadap penerima manfaat atau anak. 

3. Pemeriksaan referensi 

Semua calon karyawan penuh waktu memerlukan setidaknya dua pemeriksaan 

referensi tentang karakter yang komprehensif sebelum penawaran posisi apa pun. 

Dokumen pemeriksaan referensi tersebut disimpan sebagaimana mestinya. Untuk 

posisi karyawan penuh waktu yang melibatkan kontak langsung dengan penerima 

manfaat, anak-anak atau proyek terkait anak, pertanyaan spesifik mengenai 

kesesuaian pelamar untuk bekerja secara langsung dengan penerima manfaat atau 

anak-anak dapat ditanyakan secara lisan dari pemberi referesnsi sebagai bagian dari 

pemeriksaan karakter. 

 

Habitat Indonesia dapat memperluas cakupan pemeriksaan latar belakang pelamar 

(melampaui ketentuan di atas) berdasarkan kemungkinan perkiraan tambahan faktor 

risiko atau persyaratan donor untuk memenuhi maksud dari prinsip-prinsip Safeguarding 

ini. 

 

B. Integrasi Safeguarding dalam sistem dan praktik manajemen 

Untuk memastikan Safeguarding menjadi jiwa (spirit), semangat, dan acuan sehingga 

terwujud dalam kegiatan sehari-hari Habitat Indonesia, Safeguarding perlu diintegrasikan 

dalam sistem dan praktik manajemen Habitat Indonesia, melalui tetapi tidak terbatas 

pada yang berikut ini: 

1. Safeguarding dan Kehati-hatian (Due Diligence) Organisasi 

Badan pengurus dan Manajemen Habitat Indonesia memastikan Safeguarding 

menjadi bagian dari manajemen risiko: 

a. Kebijakan Safeguarding menjadi bagian tak terpisahkan dari kehati-hatian (Due 

Diligence) 

b. Risiko yang mungkin menjadi ancaman internal dan eksternal dikaji sebagaimana 

mestinya termasuk dengan mengacu dan menggunakan Kebijakan Safeguarding 

c. Risiko dan kemungkinan pelanggaran Kebijakan Safeguarding menjadi bagian 

laporan berkala semua karyawan 
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2. Komite Safeguarding Oleh Pimpinan  

Pimpinan unit kerja, departemen, dan divisi membuat laporan kuartalan untuk 

penilaian dan evaluasi tentang risiko dan/atau kemungkinan pelanggaran Kebijakan 

Safeguarding dalam unit kerja, departemen atau divisinya: 

a. Dalam batas kewenangannya, pimpinan unit kerja, departemen, dan divisi 

melakukan tindak kehati-hatian (due diligence), mitigasi risiko dan pencegahan 

kemungkinan terjadinya pelanggaran Kebijakan Safeguarding 

b. Dalam hal tindak kehati-hatian (due diligence), mitigasi, dan pencegahan tersebut 

melampaui batas kewenangannya, pimpinan yang bersangkutan perlu segera 

melaporkan kepada atasan langsungnya atau Komite Safeguarding 

3. Safeguarding dalam Penilaian Kinerja 

Departemen HR membuat perangkat penilaian kinerja karyawan yang memuat aspek-

aspek Kebijakan Safeguarding yang relevan 

a. Dalam Penilaian kinerja karyawan, kepatuhan terhadap Kebijakan Safeguarding 

mempunyai bobot yang setara dengan pencapaian target kinerja 

b. Hasil penilaian kinerja yang mengindikasikan terdapat kemungkinan terjadinya 

pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh departemen HR dan/atau Komite 

Safeguarding 

 

C. Penguatan Kesadaran Tentang Safeguarding  

1. Penguatan Kesadaran Pada Saat Penerimaan Karyawan dan Pemangku Kepentingan 

Pada saat orientasi, semua anggota badan pengurus Habitat Indonesia, karyawan, 

mitra pelaksana, kontraktor, pemasok, dan relawan akan diminta untuk membaca dan 

menyetujui Perjanjian Etika dan Kebijakan Safeguarding Habitat Indonesia. Selain itu, 

semua karyawan Habitat Indonesia wajib menyelesaikan pelatihan yang berkaitan 

dengan etika, prinsip-prinsip Safeguarding dan perilaku yang tepat bagi entitas 

Habitat Indonesia. 

2. Pelatihan Berkala 

Pelatihan penyegaran dan tambahan akan diberikan secara berkala melalui metode 

standar Habitat Indonesia untuk penguatan kepatuhan perilaku, seperti melalui 

pertemuan sesi pelatihan luring dan pelatihan daring. Selain itu, untuk posisi yang 

melibatkan kontak langsung dengan penerima manfaat, anak-anak atau proyek 

terkait anak, pelatihan mendalam tambahan mungkin diperlukan; sebagai bagian dari 

tanggung jawab mereka untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang aman. 
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Pimpinan yang bersangkutan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan 

yang melapor kepada mereka menyelesaikan semua pelatihan yang diperlukan. 

 

V. Kebijakan-Kebijakan Kunci 

A. Kebijakan Pencegahan Eksploitasi Seksual, Perlakuan Salah Seksual, dan Prostitusi 

1. Pengantar 

Protection from Sexual Exploitation, Abuse, and Prostitution (PSEAP) merupakan 

upaya mencegah dan melindungi penerima manfaat, karyawan, lembaga, mitra serta 

siapa saja pihak yang terkait, dari kejadian maupun perilaku yang mengarah pada 

Eksploitasi Seksual, Perlakuan Salah Seksual, dan Prostitusi.   

2. Tujuan Kebijakan 

Kebijakan ini bertujuan untuk: 

a. Menetapkan tanggung jawab Habitat for Humanity Indonesia dan mereka yang 

bekerja untuk atau terkait dengan HFH Indonesia Indonesia, dalam mematuhi 

dan berkomitmen dalam hal pencegahan dan perlindungan dari eksploitasi 

seksual, perlakuan salah seksual, dan prostitusi 

b. Menjunjung tinggi kebijakan zero tolerance pada eksploitasi seksual, perlakuan 

salah seksual, dan prostitusi bagi seluruh entitas Habitat, memastikan peran, 

tanggung jawab dan standar-standar dalam kebijakan terkait dengan 

pencegahan dari eksploitasi seksual, perlakuan salah seksual, dan prostitusi ini 

dikenal di dalam Habitat Indonesia 

c. Mewujudkan dan memelihara lingkungan yang aman, bebas dari eksploitasi 

seksual, perlakuan salah seksual, dan prostitusi dengan mengambil tindakan 

yang tepat, secara internal dan di dalam komunitas dimana Habitat Indonesia 

beroperasi 

d. Menyediakan informasi dan pendampingan pada mereka yang bekerja di Habitat 

Indonesia dan informasi tentang bagaimana mengenal dan merespon 

pelanggaran kebijakan ini 

e. Memberikan pedoman dan menjunjung tinggi perilaku yang baik dalam bekerja 

dan tidak menyakiti sesama karyawanf, kolega, mitra, penerima manfaat, dan 

komunitas yang terkait dengan Habitat Indonesia dalam setiap kegiatan, 

program dan operasional lembaga.  
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3. Lingkup Kebijakan 

Kebijakan ini berlaku untuk semua entitas Habitat Indonesia, termasuk kantor cabang, 

donor, dan penerima manfaat.  

4. Pernyataan Kebijakan  

a. Eksploitasi seksual, perlakuan salah seksual, dan prostitusi melanggar norma dan 

standar hukum internasional yang diakui secara universal dan merupakan 

perilaku yang tidak dapat diterima dan perilaku yang dilarang untuk semua 

pekerja kemanusiaan, termasuk karyawan Habitat for Humanity Indonesia dan 

personel terkait 

b. Eksploitasi seksual, perlakuan salah seksual, dan prostitusi muncul ketika orang 

mengeksploitasi dan melakukan kekerasan pada kelompok beresiko. Seluruh 

pihak yang menjadi bagian dari Habitat Indonesia dilarang melakukan segala 

bentuk ekploitasi seksual, perlakuan salah seksual, dan perlakuan salah seksual 

c. Habitat Indonesia memiliki kebijakan zero tolerance terhadap eksploitasi 

seksual, perlakuan salah seksual, dan prostitusi. Semua karyawan Habitat 

Indonesia diharapkan untuk selalu menjunjung standar tertinggi dalam 

berperilaku secara pribadi dan profesional, dan untuk memberikan bantuan 

serta layanan kemanusiaan dengan cara yang menghormati hak-hak penerima 

manfaat dan mereka yang rentan. 

5. Definisi-definisi 

a. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk atau percobaan penyalahgunaan posisi 

rentan, perbedaan kuasa, atau kepercayaan, untuk tujuan seksual, termasuk, 

namun tidak terbatas pada, mengambil keuntungan secara finansial, sosial, atau 

politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. 

b. Perlakuan salah seksual merupakan gangguan yang dilakukan secara fisik atau 

ancaman gangguan yang nyata yang bersifat seksual, baik dengan paksaan atau 

dalam kondisi yang tidak setara atau paksaan. 

c. Prostitusi adalah tindak perdagangan seksual, komersial seks atau segala bentuk 

tindakan yang bersifat seksual dan memuat unsur transaksional, yaitu 

memberikan imbalan atas permintaan seksual. Imbalan tersebut antara lain 

berupa uang, tawaran status kepegawaian, barang-barang, maupun layanan 

lainnya.  
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6. Komitmen  

a. Habitat Indonesia akan mengupayakan untuk mewujudkan dan memelihara 

lingkungan yang aman, bebas dari eksploitasi seksual, perlakuan salah seksual 

dan prostitusi. Habitat Indonesia bertanggung jawab untuk mengambil tindakan 

yang sesuai untuk tujuan tersebut melalui kebijakan yang kuat, termasuk tindak 

pencegahan dan respon. 

b. Kebijakan perlindungan dari eklspoitasi seksual, perlakuan salah seksual, dan 

prostitusi ini menegaskan bahwa Habitat Indonesia berkomitmen dalam 

menjunjung tinggi martabat manusia, menghargai orang lain dan menyediakan 

lingkungan yang aman. 

7. Enam Prinsip Inti 

a. Tindakan-tindakan eksploitasi seksual, perlakuan salah seksual dan prostitusi 

yang dilakukan oleh entitas Habitat Indonesia dan personil terkait merupakan 

tindakan pelanggaran berat dan oleh karena itu menjadi dasar untuk pemutusan 

hubungan kerja. 

b. Aktivitas seksual dengan anak-anak (orang yang berusia di bawah 18 tahun) 

dilarang tanpa memandang usia mayoritas atau usia yang diperbolehkan secara 

lokal. Keyakinan yang salah tentang usia seorang anak bukanlah pembelaan. 

c. Meminta balasan layanan seksual untuk pemberian uang, pekerjaan, barang, 

atau manfaat lainnya, atau bentuk lain dari perilaku yang tidak patut, 

merendahkan, atau eksploitatif adalah tindakan yang dilarang. Hal itu termasuk 

menukarkan bantuan atau transaksi lain kepada penerima manfaat.  

d. Segala bentuk hubungan seksual antar karyawan Habitat Indonesia atau 

karyawan dengan penerima manfaat atau anggota masyarakat yang rentan 

lainnya dengan penyalahgunaan posisi dan kewenangan adalah hal yang 

dilarang.  

e. Jika ada karyawan maupun pihak Habitat Indonesia terkait menunjukkan tanda-

tanda yang mencurigakan yang mengarah pada eksplotasi seksual, perlakuan 

salah seksual, atau prostitusi dari sesama karyawan maupun karyawan, di 

organisasi yang sama maupun tidak, seseorang yang mengetahui tanda-tanda 

tersebut harus melaporkan dengan mengikuti alur pelaporan yang ada.  

f. Seluruh entitas Habitat Indonesia dan personil terkait diwajibkan untuk 

mewujudkan dan memelihara lingkungan yang dapat mencegah terjadinya 
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eksploitasi seksual, perlakuan salah seksual dan prostitusi, serta mendorong 

implementasi kebijakan ini.  

8. Kerangka Perlindungan  

a. Pelaporan 

• Seluruh entitas Habitat Indonesia harus menyadari dan mengungkap setiap 

bentuk eksploitasi seksual, perlakuan salah seksual, dan prostitusi, serta 

tanda-tanda maupun perilaku yang mengarah pada tindak pelanggaran 

kebijakan pencegahan dari eksploitasi seksual, perlakuan salah seksual, dan 

prostitusi.  

• Pencegahan, deteksi, dan pelaporan akan tindak pelanggaran kebijakan ini 

menjadi tanggung jawab seluruh entitas Habitat Indonesia.  

• Pelanggaran kebijakan ini akan berakibat adanya pemutusan hubungan 

kerja pada personil terkait yang melakukan pelanggaran.  

• Setiap pihak yang mengetahui adanya tindak pelanggaran kebijakan ini, 

tetapi tidak melakukan pelaporan, pihak yang bersangkutan dianggap telah 

bekerjasama dalam kejadian pelanggaran kebijakan dan akan mendapatkan 

sanksi yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.  

• Pihak yang melaporkan adanya pelanggaran kebijakan akan mendapatkan 

perlindungan.  

• Pelaporan akan adanya pelanggaran berjalan sesuai dengan proses 

pelaporan atau mekanisme pelaporan yang ada.  

b. Penyelidikan 

• Apabila terdapat laporan tindak pelanggaran kebijakan yang berasal dari 

proses mekanisme pelaporan yang ada, Komite Safeguarding yang telah 

ditunjuk untuk menangani kebijakan pencegahan dari eksploitasi seksual, 

perlakuan salah seksual, dan prostitusi bersama dengan badan pengurus 

Habitat Indonesia akan melakukan penyelidikan kepada pihak yang 

terlapor.  

• Penyelidikan atas laporan yang ada akan dilakukan sesuai dengan proses 

penyelidikan yang telah ditentukan.  

• Habitat Indonesia dapat melibatkan lembaga mitra yang memiliki fokus isu 

pada eksploitasi seksual, perlakuan salah seksual, dan prostitusi untuk 

mendukung proses penyelidikan.  
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c. Penanganan Kasus 

• Proses penanganan kasus akan dilakukan sesuai dengan protokol dan 

mekanisme yang ada dalam Habitat Indonesia dan merujuk kepada undang-

undang yang relevan dengan kasus tersebut  

• Habitat Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan 

serta keadilan pada penyintas yang sesuai dengan poin VI bagian B halaman 

 

• Habitat Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan penanganan 

maupun pemulihan pada penyintas, bekerjasama dengan lembaga lain atau 

mitra yang memiliki kewenangan serta kapabilitas dalam penanganan dan 

pemulihan untuk penyintas.  

9. Penutup  

Demikian Kebijakan Pencegahan dari Eksploitasi Seksual, Perlakuan Salah Seksual, dan 

Prostitusi dibuat untuk dapat difungsikan secara optimal. Badan pengurus dan 

manajemen wajib memonitor dan meninjau efektivitas pelaksanaan kebijakan ini. 

Habitat Indonesia memiliki hak untuk melakukan perubahan pada ketentuan-

ketentuan dalam kebijakan ini dari waktu ke waktu untuk menjadi kebijakan yang 

lebih baik. 

 

B. Kebijakan Perlindungan Anak, Pemberantasan Perdagangan Orang, dan Kerja Paksa  

1. Pembukaan 

Dalam menghayati visinya yakni suatu dunia di mana semua orang memiliki tempat 

tinggal yang layak untuk hidup, Habitat Indonesia berdedikasi untuk melindungi 

keamanan dan kesejahteraan semua orang, terlebih untuk anak-anak. Kami 

menegakkan hak dan kewajiban dalam Konvensi Hak-hak Anak dan berdedikasi untuk 

melindungi anak-anak dari bahaya, eksploitasi, dan pelecehan. Melalui identifikasi 

dan penanganan risiko yang dapat membahayakan anak, Habitat Indonesia 

mempunyai target untuk menyediakan lingkungan yang paling aman dalam bekerja 

dengan anak-anak. Kami mendorong praktik yang aman terhadap anak di dalam 

organisasi kami dengan tujuan agar anak-anak terlepas dari bahaya dari hasil program 

kami. Untuk itu, Habitat Indonesia memberlakukan Kebijakan Perlindungan Anak ini 

untuk bagi seluruh entitas Habitat Indonesia. 

 

 

lucy.nurwidya@habitatindonesia.org
Typewritten text
33.
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Definisi Istilah 

Anak berarti semua orang di bawah usia 18 tahun. 

Pelecehan Anak adalah penganiayaan secara fisik, seksual, emosional atau 

pengabaian terhadap anak yang mengakibatkan potensi bahaya pada kesehatan anak, 

kehidupan, perkembangan atau martabat anak. 

Eksploitasi Anak adalah ketika seorang anak dipakai untuk pekerjaan atau aktivitas 

lainnya untuk keuntungan orang lain. Hal ini termasuk, eksploitasi komersial seksual 

anak-anak dimana seorang anak mengalami pelecehan secara seksual dengan uang 

tunai sebagai imbalan atau pekerja anak dimana seorang anak dipaksa untuk bekerja 

atau melakukan aksi lainnya yang memberi dampak yang merugikan pada 

perkembangan fisik, sosial dan mental anak tersebut. 

Perlindungan Anak adalah sebuah aktivitas atau inisiatif yang dirancang untuk 

melindungi anak-anak dari segala bentuk ancaman, khususnya yang ditimbulkan dari 

pelecehan, pengabaian atau eksploitasi. 

Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah perilaku kekerasan dan/atau 

memaksa yang dilakukan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan domestik yang 

termasuk kekerasan fisik, perlakuan salah seksual, kekerasan emosional dan/atau 

paksaan ekonomi. 

Pelecehan Emosional 

Pelecehan emosional terjadi ketika perlakuan buruk yang dilakukan berulang-ulang 

terhadap anak memengaruhi harga diri mereka. Hal ini dapat termasuk memanggil 

nama, penolakan, mengancam, mengintimidasi atau aksi lainnya yang dapat memberi 

dampak yang merugikan pada pertumbuhan anak secara fisik dan emosional. 

Pengabaian 

Pengabaian terjadi ketika kebutuhan pokok seorang anak terus menerus tidak 

terpenuhi hingga menyebabkan dampak yang merugikan pada perkembangan pribadi 

dan kesehatan anak tersebut. Kebutuhan pokok tersebut termasuk makanan, 

pakaian, tempat tinggal dan perlindungan. 

Kekerasan fisik 

Kekerasan fisik terjadi ketika seseorang dengan sengaja melukai atau mengancam 

untuk menyakiti seorang anak atau anak muda. Kekerasan ini termasuk menampar, 

memukul, menendang, membakar, mendorong atau menarik dengan paksa. Luka fisik 

dapat muncul dalam bentuk memar, luka sayat, luka bakar atau patah tulang. Luka 

fisik tidak selalu harus tampak. 
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Pelecehan seksual 

Pelecehan seksual terjadi ketika seseorang yang memiliki tanggung jawab atas anak 

melibatkan anak tersebut dalam aktivitas seksual yang bertujuan untuk memuaskan 

kebutuhan orang lain yang mana belum bisa dimengerti oleh anak tersebut karena 

belum berkembang secara penuh dan tidak mampu memberi persetujuan. Hal ini 

termasuk kontak fisik (seperti pemerkosaan atau sentuhan) atau non-fisik (seperti 

paparan pornografi atau mengambil gambar seksual anak) 

Perdagangan Orang 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menyatakan bahwa Perdagangan 

Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, 

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain 

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan 

eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 

Kerja Paksa 

Perbudakan atau Kerja Paksa didefinisikan oleh Konvensi ILO 29 sebagai semua 

pekerjaan atau jasa yang dituntut dari setiap orang di bawah ancaman hukuman 

apapun dan orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela. 

Pekerja Anak 

Pekerja Anak didefinisikan oleh Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum untuk 

Diperbolehkan Bekerja dan 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 

Anak. Ini termasuk pekerjaan di bawah usia minimum sebagaimana ditetapkan dalam 

undang-undang nasional, layanan rumah tangga berbahaya yang tidak dibayar, dan 

bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak: semua bentuk perbudakan atau 

praktik yang serupa dengan perbudakan, seperti penjualan atau perdagangan anak, 

jeratan hutang dan perbudakan, atau kerja paksa atau kerja wajib; penggunaan, 

pengadaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau 

untuk tujuan pornografi; penggunaan, pengadaan atau penawaran anak untuk 

kegiatan terlarang; dan pekerjaan yang, menurut sifat atau keadaan di mana 

pekerjaan itu dilakukan, kemungkinan besar dapat membahayakan kesehatan, 

keselamatan, atau moral anak-anak. 
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2. Pedoman Kebijakan 

Kebijakan Perlindungan Anak, Pemberantasan Perdagangan Orang dan Kerja Paksa 

didasari oleh pedoman-pedoman seperti berikut: 

a. Tidak ada toleransi untuk pelecehan anak, perdagangan orang, dan kerja paksa 

terutama pada anak-anak 

b. Pengakuan dan penegakkan kebutuhan anak-anak 

c. Membagi tanggung jawab untuk perlindungan anak 

d. Memakai pendekatan penanganan risiko untuk mencegah pelecehan anak, 

perdagangan orang, dan kerja paksa 

e. Laporkan dan respon seluruh insiden pelanggaran kebijakan ini 

3. Jangkauan 

Kebijakan ini berlaku bagi setiap orang yang bekerja pada segala tingkat, termasuk 

National Director, karyawan (apakah tetap atau hubugan kerja sewaktu), konsultan, 

kontraktor, karyawan yang diperbantukan, pekerja harian dan pekerja lembaga lain, 

mitra, donor dan semua orang yang terkait dengan Habitat Indonesia di manapun 

mereka berada.  

4. Tujuan 

Kebijakan ini bertujuan untuk: 

a. Melindungi anak dari bahaya, eksploitasi, pelecehan, perdagangan anak, kerja 

paksa, dan pernikahan di bawah usia dengan mengadopsi tujuan agar anak 

terlepas dari bahaya sebagai hasil dari program kami. Ini dapat dicapai dengan 

mengidentifikasi dan menangani risiko terkait bekerja dengan anak-anak, dan 

memastikan bahwa prosedur internal diberlakukan sebagaimana mestinya. Hal 

tersebut diketahui oleh karyawan untuk menangani keluhan berkaitan dengan 

perlindungan anak. 

b. Melindungi karyawan Habitat Indonesia dan semua entitasnya dari praduga atau 

tuduhan yang tidak benar dengan mengadakan sistem pelaporan yang jelas dan 

transparan. 

c. Melindungi reputasi dan integritas organisasi Habitat Indonesia, juga mitra-

mitranya, dengan mencegah pelaku pelecehan anak melalui kebijakan dan 

prosedur yang baik. 

5. Pernyataan Kebijakan 

Habitat Indonesia berusaha menjadi organisasi yang memastikan keamanan anak-

anak dalam segala aspek dari proyek Habitat Indonesia. Habitat Indonesia tidak 
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memberikan toleransi terhadap pelecehan anak dan akan mengambil segala bentuk 

penanganan yang diperlukan untuk mengatasi risiko pelecehan anak. Risiko ini akan 

dapat diperkecil dengan memberlakukan beberapa bentuk pengamanan, termasuk: 

a. Mendefinisikan pelecehan anak dalam berbagai bentuk 

b. Menegakkan Perjanjian Etik Habitat Indonesia dan Kode Etik Perlindungan Anak 

c. Memastikan rekrutmen yang tepat, penyeleksian, dan penyaringan seluruh 

Stakeholder Habitat Indonesia 

d. Meningkatkan kesadaran atas isu perlindungan anak diantara Stakeholder 

Habitat Indonesia dan para pihak 

e. Menempatkan seorang anggota karyawan Habitat Indonesia sebagai Penegak 

Perlindungan Anak 

f. Menetapkan prosedur yang jelas dalam menangani tuduhan pelecehan anak dan 

pelanggaran kebijakan 

g. Mengulas standar kebijakan perlindungan anak secara teratur 

Di samping itu, Habitat Indonesia akan mendorong, menanggapi, dan mendukung 

inisiatif yang: 

a. Menegakkan bahwa semua anak dalam keadaan apapun memiliki hak untuk 

merasa aman dan hidup terbebas dari bahaya, eksploitasi, pelecehan, 

perdagangan, dan kerja paksa 

b. Memprioritaskan kesehatan dan keamanan anak untuk terus terjaga setiap 

waktu. 

c. Memastikan agar harga diri dan martabat anak-anak serta anak muda 

dipertahankan di seluruh proyek, program, dan departemen. 

d. Memperkuat tradisi dan budaya komunitas setempat. Namun, harus diakui 

bahwa bila praktik budaya bertentangan dengan hak seorang anak, Habitat 

Indonesia akan bekerja sama dengan komunitas (jika dimungkinkan) untuk 

mengubah praktik tersebut. 

e. Mengurangi secara langsung maupun tidak langsung risiko yang dihadapi oleh 

anak-anak, baik dari luar maupun dari dalam keluarga. 

6. Kode Etik 

Kode etik Perlindungan Anak dirancang untuk meminimalkan risiko tuduhan 

pelecehan anak, pelanggaran kebijakan dan bertindak sebagai pedoman bagi semua 

pihak yang terkait dengan Habitat Indonesia agar mereka bersikap sedemikian rupa 

untuk mengurangi risiko adanya tuduhan terhadap mereka sendiri. 
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Pada saat dimulainya kerja sama dengan Habitat Indonesia, para pihak diharuskan 

membaca dan menyatakan bersedia mematuhi Kode Etik Perlindungan Anak Habitat 

Indonesia. Seluruh stakeholder Habitat Indonesia diharapkan sadar akan Kode Etik 

dan patuh selalu selama keterlibatan mereka dengan Habitat Indonesia. 

7. Rekrutmen 

Untuk menegakkan pedoman Perlindungan Anak, dalam rekrutmen karyawan akan 

dilakukan pemeriksaan latar belakang sesuai dengan bagian IV tentang Jaminan 

Terlaksananya Safeguarding Habitat Indonesia (halaman 14). 

langkah-langkah berikut diambil selama proses rekrutmen Habitat Indonesia: 

8. Penegakan Perlindungan Anak 

Komite Safeguarding Habitat Indonesia harus beranggotakan satu atau dua orang 

karyawan yang bertugas menjamin terjadinya Perlindungan Anak: 

a. Memastikan prosedur dan Kebijakan Perlindungan Anak agar tetap relevan 

b. Mengawasi ketaatan seluruh karyawan Habitat Indonesia dengan prosedur dan 

Kebijakan Perlindungan Anak 

c. Merespon bersama terhadap segala tuduhan pelecehan anak, pelalaian atau 

tindakan lainnya yang secara langsung bertentangan dengan Kebijakan 

Perlindungan Anak Habitat Indonesia. 

9. Penanganan Risiko 

Untuk memastikan Habitat Indonesia tetap berkomitmen untuk menerapkan 

Kebijakan Perlindungan Anak, Pemberantasan Perdagangan Orang dan Kerja Paksa, 

strategi penanganan risiko akan diterapkan ke seluruh organisasi. Hal ini termasuk: 

a. Program dan aktivitas yang direncanakan harus memperhatikan hak dan 

keamanan anak. 

b. Di manapun anak terlibat dalam sebuah aktivitas, setidaknya ada dua anggota 

karyawan dewasa yang mengawasi setiap saat. 

c. Seluruh mitra Habitat Indonesia mendapatkan informasi tentang prosedur dan 

Kebijakan ini 

d. Kode Etik dan Kebijakan Perlindungan Anak, Pemberantasan Perdagangan 

Orang dan Kerja Paksa digalakkan setiap saat. 

e. Risiko Perlindungan Anak dimasukkan ke dalam Daftar Risiko Organisasi. 

f. Bila memungkinkan, waktu kosong dalam perencanaan digunakan untuk 

aktivitas melibatkan anak. 
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g. Melakukan penilaian termasuk upaya penanganan dan risiko Perlindungan 

Anak per proyek secara teratur. 

10. Keluhan Pelanggaran Kebijakan Perlindungan Anak, Pemberantasan Perdagangan 

Orang dan Kerja Paksa 

Ada kewajiban etis, moral dan hukum untuk melaporkan semua insiden pelanggaran 

Kebijakan Perlindungan Anak, Pemberantasan Perdagangan Orang dan Kerja Paksa. 

Segala bentuk pelanggaran maupun tindak yang mengindikasikan adanya perlakuan 

salah pada anak, perdagangan orang dan kerja paksa terutama pada anak-anak harus 

segera dilaporkan ke Komite Safeguarding yang ditunjuk dalam kurun waktu 24 jam. 

11. Melaporkan dan Menanggapi Insiden 

11.1 Melaporkan Pelecehan Anak 

Segala dugaan atau penyingkapan pelecehan anak harus langsung dilaporkan 

kepada atasan langsungnya yang relevan dan Komite Safeguarding yang 

ditunjuk. Semua insiden akan dilaporkan dan ditangani sesuai dengan Proses 

Pelaporan Insiden Perlindungan Anak. 

Pedoman untuk merespons terhadap dugaan pelanggaran Kebijakan 

Perlindungan Anak, Pemberantasan Perdagangan Orang dan Kerja Paksa 

a. Habitat Indonesia menanggapi secara serius seluruh dugaan pelanggaran 

kebijakan oleh personil Habitat Indonesia 

b. Seluruh dugaan akan diselidiki secara menyeluruh 

c. Bila sebuah insiden telah dilaporkan, maka prosedur berikut akan 

diterapkan. 

11.2 Untuk tuduhan insiden non-darurat 

Tuduhan pelanggaran kebijakan yang tidak darurat adalah yang tidak 

menimbulkan dampak risiko secara langsung kepada anak seandainya dugaan 

itu benar adanya. Insiden ini bisa saja bersifat darurat namun waktu untuk 

merespons tidak harus saat itu juga. Dalam kasus ini: 

a. Insiden tersebut akan disimpan dan diinvestigasi sesuai dengan Prosedur 

Penanggapan dan Pelaporan Insiden Habitat Indonesia 

b. Insiden tersebut akan diinvestigasi dengan menghargai penuh privasi dan 

keberadaan korban, yang tertuduh, dan pihak lain yang terlibat 

c. Orang yang dituduh akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan 

pandangan/opini mengenai fakta yang ada 
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d. Pandangan dari penyintas akan dipertimbangkan meski mengingat bukti 

yang disimpan bahwa anak jarang berbohong mengenai tindak 

pelanggaran kebijakan 

e. Bilamana insiden tersebut berhasil dibuktikan benar adanya, upaya 

pendisiplinan yang sesuai akan diberikan, termasuk, tapi tidak terbatas 

pada: 

• Peringatan; dan/atau 

• Penangguhan; dan/atau 

• Pemecatan. 

Upaya pendisiplinan bergantung pada sifat dan besar atau kecilnya pelanggaran 

tersebut dan akan diputuskan oleh atasan langsungnya yang relevan dan sepenuhnya 

didokumentasi serta dilaporkan ke Habitat Indonesia dan Komite Safeguarding. 

11.3 Untuk Tuduhan Berat 

Tuduhan berat adalah tuduhan yang menunjukkan adanya risiko langsung 

pada keselamatan seorang anak seandainya tuduhan tersebut benar adanya. 

Contohnya adalah eksploitasi dan perlakuan salah seksual. 

a. Bila tuduhan melibatkan pelanggaran hukum, insiden itu akan langsung 

dilaporkan ke pihak yang berwajib dan menangguhkan yang tertuduh dari 

pekerjaan selama penyelidikan 

b. Upaya akan diambil untuk memastikan kerahasiaan dan hak penyintas 

serta yang tertuduh 

c. Bilamana insiden tersebut melibatkan pelanggaran Kode Etik (tapi bukan 

pelanggaran hukum setempat), orang yang dituduh dapat ditangguhkan 

selama penyelidikan berlangsung 

d. Bila ditemukan adanya pelanggaran Kode Etik, seluruh keadaan akan 

dipertimbangkan dan akan diberikan perlakuan yang sesuai 

e. Bila ditemukan adanya kepalsuan atau ketidakbenaran pada tuduhan, 

seluruh upaya akan diambil untuk memastikan hak dari yang tertuduh 

tetap ditegakkan 

f. Bila tuduhan melibatkan pelanggaran hukum setempat, privasi tertuduh 

tidak lagi dipertimbangkan untuk menegakkan hak sang korban kecuali 

dianggap perlu 

g. Bila sesuai dalam penyelidikan, HFHI akan mempertimbangkan masukan 

dari pihak legal serta masukan dari pihak otoritas yang terkait. 
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Habitat Indonesia juga telah menyediakan mekanisme untuk menyampaikan 

dengan baik segala dugaan pelanggaran hukum atau kebijakan-kebijakan 

Habitat for Humanity. Habitat Ethics and Accountability Line adalah sebuah 

situs dan jaringan yang disediakan oleh jasa pihak ketiga yang dapat digunakan 

untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut jika laporan yang telah 

dilaporkan kepada Komite Safeguarding Habitat Indonesia tidak ditanggapi. 

Sistem ini dapat digunakan apabila sang pelapor ingin melaporkan secara 

anonim. 

12. Kode Etik Perlindungan Anak 

Sebagai perwakilan Habitat Indonesia, saya akan: 

a. Memperlakukan semua anak dan anak muda dengan hormat setiap saat, 

terlepas dari budaya, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, pendapat politik atau 

lainnya, ras atau bangsa, disabilitas atau perbedaan lainnya. 

b. Memastikan bahwa kami sepenuhnya menyadari Kebijakan Perlindungan Anak, 

Pemberantasan Perdagangan Orang dan Kerja Paksa Habitat Indonesia, 

pedoman dan prosedur-prosedurnya. 

c. Mengedepankan lingkungan aman di mana anak (dan anak muda, orang tua 

serta keluarga) merasa aman, dikuatkan dan mampu berkomunikasi secara 

terbuka. 

d. Bersikap profesional dan mempertahankan jarak kedekatan yang sesuai setiap 

saat. 

e. Menghindari keadaan di mana perilaku kami dapat dianggap mengganggu, tidak 

berkenan atau melalaikan. 

f. Selalu memastikan ada orang dewasa lain saat bersama dengan anak. Jika tidak 

memungkinkan, kami harus memastikan setidaknya kami bisa dilihat oleh orang 

lain. 

g. Bertindak cepat dan memastikan setiap risiko yang ditimbulkan pada anak 

segera dilaporkan melalui prosedur yang terdaftar. 

h. Segera melaporkan kekhawatiran, dugaan pelanggaran, dan pelanggaran kode 

etik dan kebijakan pelecehan atau eksploitasi anak, ke Komite Safeguarding 

Habitat Indonesia atau pemimpin tim, terlepas dari apakah menimbulkan 

ancaman pada anak atau tidak. 

i. Segera beritahukan semua tuduhan, hukuman dan hasil lain dari pelanggaran, 

yang terjadi sebelum atau sesudah keterlibatan kami dengan Habitat Indonesia. 
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j. Merahasiakan seluruh tuduhan dan kasus yang dilaporkan (terbukti ataupun 

tidak) setiap saat. 

 

Sebagai perwakilan Habitat Indonesia, SAYA TIDAK AKAN: 

a. Terlibat dalam segala tindakan (termasuk penggunakan bahasa tubuh atau 

verbal) dengan anak yang dapat diartikan tidak pantas, melecehkan, atau yang 

bersifat tidak senonoh 

b. Terlibat dalam menyentuh anak yang tidak beralasan atau tidak pantas. 

c. Terlibat dalam segala bentuk hubungan seksual atau aktivitas seksual dengan 

seorang anak atau setiap orang di bawah umur 18 tahun 

d. Berduaan atau bersama dengan anak-anak tanpa diawasi di rumah atau 

komunitas mereka 

e. Mengundang anak yang tidak diawasi – termasuk mengundang anak masuk ke 

dalam rumah kami, tempat penginapan atau kantor dengan sendirian, atau 

memasukkan anak ke dalam kendaraan kami (kecuali dalam situasi darurat, atau 

jika mereka sedang terluka atau dalam bahaya) 

f. Ikut serta atau berpartisipasi dalam segala jenis aktivitas ilegal dengan kehadiran 

anak 

g. Mempekerjakan anak dalam bentuk apapun termasuk assisten rumah tangga, 

dengan tuntutan kerja yang bertentangan dengan UU No.123 tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan. 

h. Terlibat dalam perlakuan khusus pada anak, seperti menghabiskan waktu khusus 

yang tidak pantas dengan anak, memberikan hadiah dengan tidak tepat, 

menunjukkan bantuan khusus pada mereka tapi tidak kepada anak lain, 

mengizinkan anak untuk melanggar peraturan 

i. Memberi hukuman fisik yang tidak pada tempatnya pada anak-anak  

j. Terlibat dalam menguji kedekatan dengan anak, seperti membuka pakaian di 

depan anak, berbicara tentang seks, sentuhan yang ‘tidak patut’, contohnya, 

dengan alat kelamin atau bagian tubuh pribadi lainnya. 

k. Menyalahgunakan foto untuk eksploitasi anak 

l. Menukar informasi kontak pribadi dengan anak-anak dan memiliki komunikasi 

yang berkelanjutan dengan mereka setelah kunjungan kami ke komunitas 

Habitat Indonesia 
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m. Mengunjungi atau kembali ke keluarga atau komunitas Habitat Indonesia yang 

pernah kami datangi, tanpa difasilitasi oleh karyawan Habitat Indonesia 

n. Memberikan hadiah atau bantuan khusus kepada anggota keluarga atau anak 

tertentu. Ini dapat dianggap seperti mengubah posisi kuasa di antara Anda 

dengan keluarga dan anak mereka atau mendekati anak dengan maksud 

tertentu 

o. Melakukan dan terlibat dalam tindak perdagangan anak maupun kelompok 

rentan lainnya.  

p. Mempekerjakan anak-anak maupun kelompok rentan lain dengan paksaan.  

 

Anak-anak di dalam Foto dan Cerita 

Kami akan memastikan untuk menggunakan dengan benar foto-foto anak dalam 

berkomunikasi, mengabari donor dan email kami, seperti: 

a. Kami akan meminta lembar persetujuan dari anak, dan keluarga atau wali sang 

anak, sebelum memotret atau merekam anak. Kami juga harus menjelaskan 

untuk apa gambar dan rekaman itu diambil. 

b. Semua anak-anak harus berpakaian yang seharusnya di dalam foto, dan harga 

diri serta martabat mereka akan selalu menjadi yang terpenting. 

c. Foto tidak boleh diambil dengan menunjukkan sikap-sikap seksual pada anak. 

d. Foto tidak boleh mengikutsertakan informasi yang dapat menunjukkan identitas 

anak. 

e. Foto anak harus menggambarkan situasi yang terjadi sebenar-benarnya. 

f. Kami akan menjaga identitas anak dengan tidak melaporkan nama lengkap dan 

lokasi anak secara detil atau lengkap.  

g. Kami akan menilai dan berusaha keras untuk mengikuti budaya setempat atau 

larangan dalam mengambil gambar sebelum mendapat perizinan untuk 

memotret atau merekam. Kami memastikan foto anak tidak tersebar kepada 

pihak yang tidak berhak menerima. 

h. Kami akan menonaktifkan penampilan tanda GPS pada foto atau rekaman anak 

agar tidak terdapat data yang bisa digunakan untuk menunjukkan lokasi anak 

saat pengunggahan. 

i. Kami tidak akan menuliskan lokasi di foto yang dibagikan di Instagram, Facebook, 

Snapchat, Twitter dan media sosial lainnya. 
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j. Kami akan menggunakan komputer, telepon genggam, kamera video, kamera 

atau media sosial sepantasnya dan tidak akan mengeksploitasi atau menyakiti 

anak atau mengakses materi eksploitasi anak melalui media apapun. 

k. Kami akan memastikan penamaan dokumen foto, metadata atau deskripsi tidak 

menunjukkan informasi tentang anak saat mengirim gambar elektronik atau 

mengunggah dalam bentuk apapun. 

 

VI. Protokol Penanganan Kejadian Pelanggaran Kebijakan-kebijakan 

A. Protokol Pelaporan 

Seluruh entitas Habitat Indonesia yang menerima laporan pelanggaran Safeguarding atau 

yang mengetahui maupun memiliki kecurigaan yang beralasan terkait pelanggaran 

terhadap Safeguarding (baik yang dilakukan oleh representasi Habitat Indonesia maupun 

pekerja di lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan Habitat Indonesia) harus: 

1. Secepatnya memberitahu atau melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan 

langsung atau Komite Safeguarding melalui protokol pelaporan yang ada. Jika 

pelapor meyakini bahwa atasan langsung juga terlibat dalam pelanggaran 

Safeguarding, pelapor dapat memberitahukan pada pejabat dengan posisi yang lebih 

tinggi dari atasan langsung sesuai dengan struktur organisasi pelapor, Komite 

Safeguarding yang ditunjuk untuk merespon serta mengelola pelaporan 

2. Dalam waktu 48 jam, pastikan laporan telah masuk dalam sarana pelaporan, 

misalnya melalui formulir laporan, email safeguarding@habitatindonesia.org, 

hotline, atau nomor kontak anonim 081230011343 yang secara khusus digunakan 

untuk menerima laporan pelanggaran Safeguarding atau pelapor dapat membuat 

laporan langsung ke Habitat Ethics and Accountability Line, yaitu dengan mengakses 

heal.habitat.org 

3. Komite Safeguarding akan membuat dan meneruskan laporan melalui Habitat Ethics 

and Accountability Line, yaitu dengan mengakses heal.habitat.org apabila pelapor 

belum melaporkannya. 

4. Merujuk pada sensitivitas situasi terkait dengan pelanggaran Safeguarding, 

penerima laporan tidak dapat memulai penyelidikan apapun sebelum laporan 

didiskusikan dengan Komite Safeguarding Habitat Indonesia 
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B. Protokol Dukungan kepada Penyintas 

Habitat Indonesia akan memberikan dukungan kepada korban dugaan pelanggaran 

Safeguarding atau penyintas terlepas dari status atau hasil penyelidikan. Kebijakan 

Pelaporan Habitat Indonesia secara tegas melarang tindak balas dendam dan melindungi 

seseorang yang memiliki niat baik dan peduli terhadap pelanggaran perilaku dari tindakan 

balas dendam atau ancaman pembalasan oleh yang mewakili entitas Habitat Indonesia. 

Setelah menerima laporan dugaan adanya pelanggaran Safeguarding, Habitat Indonesia 

akan mempertimbangkan dan memutuskan untuk memberikan salah satu atau seluruh 

bantuan yang sesuai dan dibutuhkan oleh penyintas, tergantung dari dugaan pelanggaran, 

pihak yang terlibat, dan persetujuan dari penyintas, sebagai berikut: 

1. Dukungan materi langsung: dukungan langsung dan/atau pendanaan untuk 

memenuhi kebutuhan sementara seperti perawatan medis terhadap trauma yang 

diketahui, makanan, pakaian, atau tempat penampungan darurat dan aman 

sebagaimana diperlukan diberikan secepatnya.  

2. Dukungan psikososial: rujukan dan dukungan pendanaan untuk mendapatkan 

layanan psikososial yang sesuai melalui jasa layanan konseling terdekat.  

3. Dukungan hukum dan advokasi: dukungan untuk mendapatkan layanan advokasi dan 

bantuan hukum bagi penyintas untuk membuat keputusan yang tepat tentang 

apakah akan menempuh jalur hukum atau tidak. 

Dalam mempertimbangkan salah satu bentuk dukungan di atas. Habitat Indonesia akan 

berkonsultasi dengan penyintas dan spesialis setempat yang sesuai. Semua keputusan 

yang terkait bantuan kepada penyintas akan didokumentasikan sebagaimana mestinya.  

C. Protokol Penyelidikan 

Di atas segalanya, protokol penyelidikan Habitat Indonesia untuk menanggapi potensi 

pelanggaran Safeguarding akan difokuskan dalam menjaga keamanan penyintas, 

meminimalkan bahaya, dan menjalankan penyelidikan secara menyeluruh dan tidak 

memihak. Penyelidikan Safeguarding hanya akan dilakukan oleh seseorang yang 

memenuhi syarat berikut: 

1. Bebas dan tidak terkait dari tuduhan yang diterima 

2. Bebas dari munculnya atau adanya bias 

3. Dilatih secara khusus dalam prosedur penyelidikan Safeguarding yang tepat 

Untuk memastikan semua penyelidikan Safeguarding ditangani dengan cara yang tepat 

dan profesional, Habitat Indonesia membentuk Komite Safeguarding Penyelidikan 

Safeguarding untuk mengawasi semua proses penyelidikan tersebut, yang terdiri dari 
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pemangku kepentingan utama, termasuk orang-orang yang telah dilatih secara khusus 

dalam protokol penyelidikan pelanggaran Kebijakan Pencegahan Eksploitasi Seksual, 

Perlakuan Salah Seksual, dan Prostitusi. Proses dasar yang harus terjadi selama 

penyelidikan Safeguarding dijelaskan sebagaimana di bawah ini. Rincian lebih lanjut 

tentang peran Komite Safeguarding Penyelidikan Safeguarding dan proses yang 

diharapkan Habitat Indonesia saat melakukan penyelidikan Safeguarding yang tepat 

terdapat dalam Kebijakan Penyelidikan Habitat Indonesia. 

a. Penilaian pengaduan: Setelah menerima dugaan pelanggaran, Komite Safeguarding 

dalam konsultasi dengan manajemen Habitat Indonesia terkait akan menilai 

kelayakan penyelidikan berdasarkan tingkat keparahan dan informasi yang diberikan. 

Dalam mempertimbangkan keputusan penyelidikan ini, Habitat Indonesia akan 

menilai faktor-faktor seperti: apakah ada dugaan tindak pidana, kekhawatiran 

keselamatan langsung dari penyintas dan orang lain yang terlibat, serta risiko seperti 

kehilangan bukti dan kerusakan kepemilikan. 

Karena adanya kemungkinan pelaksanaan penyelidikan akan meningkatkan bahaya 

bagi penyintas, penyelidikan hanya akan dilakukan setelah mempertimbangkan 

keselamatan dan persetujuan dari penyintas, serta kewajiban Habitat Indonesia 

memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pertimbangan untuk 

semua keputusan yang terkait dengan dilakukannya penyelidikan atau tidak 

dilakukannya penyelidikan akan didokumentasikan. 

b. Proses Penyelidikan: Setelah penilaian dugaan pelanggaran, serta kebutuhan dan 

pilihan penyintas, laporan pelanggaran Safeguarding akan dilakukan sebagai berikut: 

1. Diselidiki segera oleh, atau di bawah Komite Safeguarding Habitat Indonesia 

dengan cara yang ditetapkan oleh kebijakan dan proses penyelidikan Habitat 

Indonesia. Jika diperlukan selama penyelidikan, Habitat Indonesia akan 

berkonsultasi dengan penyintas dan dengan spesialis setempat yang sesuai, 

terutama terkait dengan memastikan keselamatan penyintas selama dan setelah 

proses penyelidikan 

2. Merujuk kepada pihak yang berwajib yang sesuai untuk penyelidikan atau 

pemeriksaan tentang ada tidaknya potensi kriminal atau pelanggaran hukum 

Sementara penyelidikan sedang berlangsung dan setelah penyelidikan, Habitat 

Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa 

penyintas diberikan lingkungan yang bebas dari eksploitasi, perlakuan salah, 

pelecehan atau intimidasi. Hal ini mungkin termasuk memberi penugasan lain kepada 
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terduga pelaku pelanggaran ke tempat tugas lain yang sebanding untuk sementara 

atau tetap.  

c. Kerahasiaan: Semua penyelidikan akan dilakukan dengan cara yang dirancang untuk 

melindungi kerahasiaan dan tidak akan diungkapkan atau didiskusikan dengan siapa 

pun selain mereka yang memiliki kebutuhan yang sah untuk mengetahui detil kasus 

tersebut. 

d. Dokumentasi: Jika penyelidikan dilakukan oleh penyelidik Habitat Indonesia, semua 

prosedur penyelidikan, temuan, dan rekomendasi akan didokumentasikan secara 

menyeluruh sesuai dengan kebijakan Habitat Indonesia. 

1. Dokumentasi prosedur penyelidikan akan disimpan secara terpusat di kantor 

Habitat Indonesia dan sejalan dengan Protokol Penyimpanan Catatan Habitat 

Indonesia. Untuk melindungi kerahasiaan, akses ke informasi akan dibatasi seperti 

yang dibahas di atas 

2. Laporan tertulis atau memo yang meringkas temuan penyelidikan dan 

rekomendasi akan disiapkan dan diberikan kepada manajemen untuk digunakan 

dalam memulai tindakan pemulihan yang sesuai. Rekomendasi penyelidikan akan 

secara khusus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, rekomendasi apa pun yang 

terkait dengan tindak disiplin yang diperlukan terhadap karyawan Habitat 

Indonesia, persyaratan yang mungkin diperlukan untuk melaporkan temuan 

kepada pihak yang berwajib, dan pemulihan yang diperlukan untuk proses atau 

kontrol untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan tindak pelanggaran 

Safeguarding di masa mendatang.  

3. Dalam waktu 48 jam setelah penyelesaian penyelidikan, salinan laporan harus 

diunggah melalui sistem dokumentasi yang secara khusus digunakan untuk 

menerima laporan pelanggaran Safeguarding.  

e. Komunikasi dengan penyintas: Habitat Indonesia akan memberikan perkembangan 

status penyelidikan berkala kepada penyintas tentang penyelidikannya. Selain itu, 

Habitat Indonesia akan memberikan ringkasan temuan penyelidikan kepada 

penyintas saat penyelidikan selesai. 

f. Tindakan manajemen untuk pemulihan: Setelah menerima laporan atau memo 

penyelidikan, manajemen akan segera memulai tindakan pemulihan yang diperlukan 

terkait dengan temuan penyelidikan, termasuk namun tidak terbatas pada: 

1. Prosedur disiplin internal: Jika penyelidikan mengkonfirmasi dugaan pelanggaran 

Safeguarding, Habitat Indonesia akan mendisiplinkan pelaku pelanggaran 
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Safeguarding sesuai dengan prosedur disiplin organisasi. Untuk seluruh entitas 

Habitat Indonesia (para pihak atau karyawan, pemagang, konsultan, kontraktor, 

donor, badan pengurus, relawan, mitra pelaksana, pemasok, dll.), tindakan 

disipliner akan didasarkan pada keseriusan pelanggaran dan dapat berkisar dari 

peringatan tertulis hingga pemutusan hubungan kerja.  

2. Membawa ke jalur hukum: Selain disiplin internal, jika penyelidikan 

mengkonfirmasi dugaan pelanggaran Safeguarding, Habitat Indonesia 

berkomitmen untuk mendukung dan/atau menempuh jalur hukum yang sesuai 

dalam hal kasus tersebut merupakan tindak kriminal. Habitat Indonesia akan 

berkonsultasi dengan penyintas dan penasihat hukum setempat yang sesuai, 

dalam mempertimbangkan apakah akan menempuh jalur hukum. Dasar untuk 

semua keputusan tersebut akan didokumentasikan. 

3. Kegiatan pemulihan internal lainnya: Manajemen dan badan pengurus Habitat 

Indonesia bertanggung jawab untuk segera memastikan terjadinya pemulihan 

yang diperlukan untuk setiap proses atau kontrol untuk mencegah atau 

mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran Safeguarding di masa depan. 

 

D. Pelaporan Penanganan Kejadian Pelanggaran  

Habitat Indonesia adalah jaringan global dan tidak ada insiden yang terjadi secara 

terisolasi. Untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan mengurangi kemungkinan 

tindak pelanggaran semacam itu, Habitat Indonesia berkomitmen untuk memastikan 

pelaporan yang konsisten dan transparan tentang pelanggaran Safeguarding yang 

dikonfirmasi dengan parameter berikut: 

1. Jika diwajibkan oleh pihak yang berwajib: Habitat Indonesia akan mematuhi semua 

persyaratan yang diperlukan terkait dengan pelaporan yang diharuskan atas dugaan 

atau konfirmasi pelanggaran Safeguarding kepada pihak yang berwajib. Habitat 

Indonesia bertanggung jawab untuk mengetahui persyaratan pelaporan yang 

diharuskan di wilayah kerjanya.  

Semua pelaporan tersebut akan dilakukan setelah konsultasi bersama antara entitas 

Habitat Indonesia setempat, penasihat hukum setempat, dan pemangku kepentingan 

utama Safeguarding Habitat Indonesia. 

2. Perlunya dilakukan karena kewajiban kontrak, hukum, atau kewajiban lain kepada 

donatur: Ada keadaan yang mana Habitat Indonesia diharuskan atau sepatutnya 

untuk melaporkan dugaan atau konfirmasi pelanggaran Safeguarding kepada pihak 
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eksternal seperti donatur, lembaga Komite Safeguarding, dan pihak lain yang 

berkepentingan. Keputusan terkait dengan hal-hal apa saja yang dilaporkan secara 

eksternal dalam keadaan tersebut di atas akan dipandu oleh: 

• Persyaratan apa pun yang ditetapkan dalam komitmen kontrak Habitat 

Indonesia dengan pihak eksternal (misalnya, persyaratan pelaporan berdasarkan 

perjanjian hibah, dll.) 

• Persyaratan apa pun untuk pelaporan yang diharuskan untuk "insiden serius" 

yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. 

3. Perlunya meningkatkan kesadaran dan menunjukkan akuntabilitas publik: 

Pendekatan Habitat Indonesia untuk berbagi informasi secara sukarela terkait dengan 

menjaga dari dugaan pelanggaran dan penyelidikan dipandu oleh prinsip transparansi 

kepada donor, lembaga pembuat kebijakan, dan publik, serta menjaga kerahasiaan 

demi perlindungan penyintas. 

• Habitat Indonesia dapat memilih untuk melaporkan masalah tertentu kepada 

donor atau lembaga Komite Safeguarding walaupun tidak ada persyaratan 

kontrak atau tuntutan hukum yang jelas, tetapi dipandang perlu oleh Habitat 

Indonesia demi kepentingan terbaik memperoleh kepercayaan publik. 

• Habitat Indonesia akan memastikan bahwa Badan Pengurus Habitat Indonesia 

menerima perkembangan secara rutin tentang dugaan dan penyelidikan 

Safeguarding untuk memfasilitasi proses Komite Safeguarding yang efektif. 

• Setidaknya setiap tahun, Habitat Indonesia akan menyediakan informasi kepada 

masyarakat menyangkut kebijakan tentang tren Safeguarding untuk 

meningkatkan kesadaran dan transparansi publik. 

Jika memungkinkan, informasi akan disajikan dengan melindungi anonimitas 

penyintas untuk alasan kerahasiaan dan keamanan (kecuali jika undang-undang 

mengharuskan perlunya pengungkapan). 

 

VII. Penutup 

Demikianlah Kebijakan Safeguarding Habitat Indonesia sebagai induk dan payung semua 

kebijakan perlindungan untuk digunakan sebagai informasi, pedoman, dan peningkatan 

kesadaran seluruh entitas Habitat Indonesia tentang komitmen dalam melakukan 

pencegahan, perlindungan, dan tanggapan terhadap kemungkinan pelanggaran-pelanggaran 

yang akan merugikan tujuan, misi, dan kepentingan terbaik Habitat Indonesia.  
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Manajemen Habitat Indonesia dapat dan berhak melakukan peninjauan dan membuat 

perubahan-perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas Kebijakan 

Safeguarding ini.  

 

VIII. Lampiran : Kebijakan-kebijakan Terkait dan Pilar Safeguarding 

A. Panduan Karyawan Habitat Indonesia 

BAB I 

Pengantar 

Bagian 1: Habitat for Humanity International (HFHI) 

Bagian 2: Habitat Indonesia  

BAB II 

Manual SDM 

Bagian 1: Penafian (disclaimer) & Tujuan Pedoman Karyawan 

Bagian 2: Fungsi SDM, Peran & Tanggung Jawab 

BAB III 

Kebijakan Dan Praktik Ketenagakerjaan 

BAB IV 

Tanggung Jawab, Hak Istimewa, Dan Perilaku di Tempat Kerja 

BAB V 

Manajemen SDM 

Bagian 1: Rekrutmen 

Bagian 2: Pengembangan Karyawan 

Bagian 3: Manajemen Kinerja 

Bagian 4: Kompensasi Dan Manfaat 

Bagian 5: Waktu Libur Dari Kerja 

Bagian 6: Manfaat Karyawan 

Bagian 7: Separasi 

BAB VI 

HRGA & Office Operation 

 

B. Kebijakan Gender, Kesetaraan, Anti Diskriminasi, dan Inklusi 

1. Pengantar 

Habitat Indonesia mewajibkan seluruh entitas Habitat Indonesia menunjukkan 

sikap maupun perilaku yang menjunjung nilai-nilai kristiani dan prinsip dasar 
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organisasi. Seluruh pengurus, karyawan, kontraktor, pemagang, relawan, donatur dan 

penerima manfaat harus dihormati dan dipertimbangkan, seluruh pihak harus merasa 

bahwa Habitat Indonesia dapat menjadi tempat yang aman dan produktif.  

2. Tujuan Kebijakan 

Kebijakan ini bertujuan untuk: 

a. Menetapkan tanggung jawab Habitat Indonesia dan mereka yang bekerja untuk 

atau terkait dengan Habitat Indonesia, untuk mematuhi dan berkomitmen dalam 

hal kebijakan gender, kesetaraan, anti diskriminasi, dan inklusi 

b. Menjunjung tinggi kebijakan zero tolerance pada pelanggaran kebijakan gender, 

kesetaraan, diskriminasi, dan inklusi 

c. Mewujudkan dan memelihara lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, 

ketidaksetaraan, diskriminasi, perundungan, dan pengabaian terhadap 

seseorang atau sekelompok komunitas 

d. Menyediakan informasi dan pendampingan pada mereka yang bekerja di Habitat 

Indonesia tentang bagaimana mengenal dan merespon permasalahan terkait 

dengan tindak pelanggaran kebijakan 

e. Memberikan pedoman dan menjunjung tinggi perilaku yang baik dalam bekerja 

dan tidak menimbulkan masalah bagi sesama karyawan, kolega, mitra, penerima 

manfaat, dan komunitas yang terkait dengan Habitat Indonesia dalam setiap 

kegiatan, program dan operasional lembaga 

3. Cakupan Kebijakan  

Kebijakan ini berlaku bagi setiap orang yang bekerja pada segala tingkat, 

termasuk pengurus yayasan Habitat Indonesia, National Director, manajer senior, 

karyawan (apakah tetap atau hubungan kerja sewaktu), konsultan, kontraktor, 

karyawan yang diperbantukan, pekerja harian dan pekerja lembaga lain, agen, mitra, 

donor, relawan dan semua orang yang terkait dengan Habitat Indonesia di manapun 

mereka berada. 

4. Pernyataan Kebijakan  

a. Habitat Indonesia melarang segala tindakan maupun perilaku yang mengarah 

pada diskriminasi (gender, orientasi seksual, usia, suku, agama/kepercayaan, 

afiliasi politik, kondisi fisik), pelecehan, kekerasan, perundungan, dan pengabaian 

pada orang lain 

b. Habitat Indonesia berkomitmen pada zero tolerance terhadap segala bentuk 

tindakan maupun perilaku, kata-kata, lelucon maupun komentar yang didasarkan 
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pada aspek gender, orientasi seksual, latar belakang etnis, usia, 

agama/kepercayaan, kondisi fisik maupun karakteristik lain yang secara legal 

dilindungi 

5. Definisi-definisi 

a. Istilah "seks"1 mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. 

Orientasi seksual adalah kecenderungan sesorang menyenangi dan/atau memilih 

pasangan seksualnya. 

b. Istilah “gender” mengacu pada identitas sosial yang dibangun, atribut dan peran 

perempuan dan laki-laki, dan makna sosial dan budaya masyarakat untuk 

perbedaan biologis ini, yang menghasilkan hubungan tidak setara antara 

perempuan dan laki-laki dan dalam pembagian kewenangan dan hak 

menguntungkan laki-laki dan merugikan akses terhadap manfaat dari 

pengambilan keputusan. 

c. Istilah “kesetaraan gender”2 merupakan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan, atau konsep bahwa semua manusia, apa pun jenis kelaminnya, bebas 

untuk mengembangkan kemampuan pribadi mereka, mengejar karir profesional 

mereka dan membuat pilihan tanpa batasan stereotip tentang peran gender yang 

kaku dan praduga tertentu.   

d. Istilah 'Pelecehan Seksual'3 berarti perlakuan salah seksual yang dilakukan dalam 

bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan 

bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan 

orang lain terintimidasi, terhina, dan merasa direndahkan, atau dipermalukan. 

e. Istilah “perundungan”4 adalah penggunaan kekuatan, paksaan, godaan atau 

ancaman yang menimbulkan masalah, untuk memperlakukan secara salah, 

mendominasi atau mengintimidasi secara agresif. 

6. Komitmen  

a. Habitat Indonesia akan berupaya untuk mewujudkan dan memelihara lingkungan 

yang aman, bebas dari kekerasan, ketidaksetaraan, diskriminasi, perundungan, 

pengabaian terhadap seseorang atau sekelompok komunitas5 dan tindakan lain 

 
1 Referensi menggunakan term dari UN policy on Gender Equality 
2 Referensi menggunakan term dari UN policy on Gender Equality 
3 Referensi menggunakan term dari Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual 
4 Referensi menggunakan term dari HFH Harassment, Bullying and Discrimination Policy 2018 
5 Referensi: HFHI Safeguarding Policy 2019 (1) Habitat for Humanity’s Safeguarding Behavior Commitments  
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yang termasuk pelanggaran Kebijakan Gender, Kesetaraan, Anti Diskriminasi, dan 

Inklusi. 

b. Habitat Indonesia akan mengambil tindakan yang sesuai untuk tujuan ini melalui 

kebijakan yang kuat, termasuk tindak pencegahan dan tanggapan. 

c. Kebijakan Gender, Kesetaraan, Anti Diskriminasi, dan Inklusi ini menegaskan 

bahwa Habitat Indonesia berkomitmen dalam menjunjung tinggi martabat 

manusia, menghargai orang lain dan menyediakan lingkungan yang aman. 

7. Prinsip Inti 

a. Standar kesetaraan di antara perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak 

laki-laki, dan non-diskriminasi berdasarkan gender, usia atau alasan lain menjadi 

landasan utama dari kebijakan ini. 

b. Partisipasi dan pemberdayaan perempuan, anak perempuan, dan kelompok 

rentan lainnya sangat penting untuk memastikan kesetaraan dan meningkatkan 

perlindungan mereka. 

c. Kepentingan terbaik bagi anak laki-laki dan perempuan termasuk penyandang 

disabilitas dalam segala situasi harus menjadi pertimbangan utama dalam 

kebijakan Safeguarding Habitat Indonesia. 

d. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk kekerasan yang 

terjadi di keluarga atau masyarakat atau yang dilakukan atau dibiarkan oleh 

Negara, adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kebiasaan, tradisi, dan 

praktek budaya tidak dapat diterima sebagai pembenaran untuk kekerasan 

tersebut. Habitat Indonesia berkomitmen mengupayakan penghapusan segala 

bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Upaya itu 

termasuk, tetapi tidak terbatas pada, peningkatan kesadaran, pengembangan 

kapasitas, dukungan teknis, pelatihan, pemantauan, pelaporan dan tindak lanjut.  

e. Seluruh entitas Habitat Indonesia dilarang untuk menggunakan kewenangan yang 

terkait dengan posisi atau jabatan dalam pekerjaan untuk melakukan tindak 

pelanggaran Kebijakan Gender, Kesetaraan, Anti Diskriminasi, dan Inklusi, serta 

perilaku yang mengarah pada penyalahgunaan kewenangan.  

f. Perilaku yang tidak dapat diterima yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

• Pelecehan verbal, intimidasi, perlakuan salah seksual, kekerasan yang 

didasarkan pada diskriminasi gender, orientasi seksual, usia, suku, 

agama/kepercayaan, dan karakteristik tertentu 

• Melakukan sentuhan secara fisik yang tidak diinginkan oleh seseorang 
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• Meminta atau menuntut balasan seksual disertai janji pekerjaan atau 

perlakuan istimewa dengan ancaman tersirat atau terungkap 

• Memperlakukan satu orang secara terus-menerus dengan tujuan dan 

berakibat terjadinya situasi yang mengintimidasi, mempermalukan, 

merendahkan, dan menimbulkan permusuhan 

• Melakukan gangguan kerja, pengucilan, dan sabotase yang menghalangi 

penyelesaian pekerjaan 

• Memberi perlakuan buruk, yang tidak diinginkan, yang parah dan meluas, 

merugikan, mengintimidasi, menyinggung, merendahkan, atau 

mempermalukan orang lain secara sengaja dan terus-menerus 

8. Kerangka Perlindungan  

a. Pelaporan 

• Seluruh entitas Habitat Indonesia berkomitmen untuk menyadari dan 

mengungkap setiap bentuk serta tanda-tanda maupun perilaku yang 

mengarah pada tindak pelanggaran Kebijakan Gender, Kesetaraan, Anti 

Diskriminasi, dan Inklusi. 

• Pencegahan, deteksi, dan pelaporan terhadap tindakan pelanggaran 

kebijakan ini menjadi tanggung jawab seluruh entitas Habitat Indonesia 

• Pelanggaran kebijakan ini dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja 

bagi pelaku pelanggaran 

• Setiap pihak yang mengetahui adanya tindak pelanggaran kebijakan, tetapi 

tidak melakukan pelaporan, pihak yang bersangkutan dianggap telah 

bekerjasama dalam kejadian pelanggaran kebijakan dan akan mendapatkan 

sanksi yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja 

• Pihak yang melaporkan adanya pelanggaran kebijakan akan mendapatkan 

perlindungan 

• Pelaporan akan adanya pelanggaran yang terjadi dilakukan sesuai dengan 

mekanisme pelaporan yang ada pada bagian VI Protokol Pelaporan 

Pelanggaran Kebijakan Safeguarding, poin A, halaman .  

b. Penyelidikan 

• Apabila terdapat laporan tindak pelanggaran kebijakan, Komite Safeguarding 

yang ditunjuk untuk menangani kejadian pelanggaran dan akan dilanjutkan 

pada penyelidikan kasus 

lucy.nurwidya@habitatindonesia.org
Typewritten text
32
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• Penyelidikan atas laporan yang diterima akan dilakukan sesuai dengan proses 

penyelidikan yang telah ditentukan 

• Habitat Indonesia dapat melibatkan lembaga mitra yang memiliki fokus dan 

keahlian pada isu gender, kesetaraan, anti diskriminasi, dan inklusi untuk 

mendukung proses penyelidikan 

c. Penanganan Kasus 

• Proses penanganan kasus akan dilakukan sesuai dengan protokol dan 

mekanisme yang ada 

• Habitat Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta 

keadilan kepada penyintas 

• Habitat Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan penanganan 

maupun pemulihan pada penyintas, bekerjasama dengan lembaga lain atau 

mitra yang memiliki kewenangan serta kapabilitas dalam penanganan dan 

pemulihan untuk penyintas 

9. Penutup  

Demikian Kebijakan Gender, Kesetaraan, Anti Diskriminasi, dan Inklusi dibuat 

untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Komite Safeguarding dan manajemen 

wajib memonitor dan meninjau efektivitas pelaksanaan kebijakan ini. Habitat 

Indonesia memiliki hak untuk melakukan perubahan pada ketentuan-ketentuan 

dalam kebijakan ini dari waktu ke waktu untuk membuat kebijakan ini menjadi lebih 

baik dengan mempertimbangkan efektivitas serta perkembangan isu yang terkait 

dengan kebijakan ini.  

 

C. Kebijakan Anti Penyuapan, Penggelapan, dan Korupsi 

1. Pengantar 

Habitat Indonesia mewajibkan seluruh entitas Habitat Indonesia menunjukkan 

sikap maupun perilaku yang menjunjung nilai-nilai kristiani dan prinsip misi organisasi. 

Habitat Indonesia mewajibkan semua entitas untuk melindungi dan menggunakan 

aset dan sumber daya sesuai dengan tujuan organisasi dan secara khusus 

pendayagunaan aset dan sumber daya tersebut secara optimal. Semua bentuk 

penyuapan, penggelapan, dan korupsi, serta penyalahgunaan sumber daya yang 

dimiliki oleh Habitat Indonesia merupakan pelanggaran berat.  

2. Tujuan Kebijakan 

Kebijakan ini bertujuan untuk: 
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a. Menetapkan tanggung jawab Habitat Indonesia dan mereka yang bekerja bagi 

atau terkait dengan Habitat Indonesia untuk mematuhi dan menjunjung posisi 

Habitat Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak penyuapan, 

penggelapan, dan korupsi 

b. Menyediakan informasi dan petunjuk bagi mereka yang bekerja bagi Habitat 

Indonesia dalam mengenali dan menanggapi kejadian tindak penyuapan, 

penggelapan, dan korupsi 

3. Cakupan Kebijakan  

Kebijakan ini berlaku bagi setiap orang yang bekerja pada segala tingkat, 

termasuk pengurus yayasan Habitat Indonesia, National Director, manajer senior, 

karyawan (apakah tetap atau hubungan kerja sewaktu), konsultan, kontraktor, 

karyawan yang diperbantukan, pekerja harian dan pekerja lembaga lain, agen, mitra, 

donor dan semua orang yang terkait dengan Habitat Indonesia.  

4. Pernyataan Kebijakan  

Habitat Indonesia berkomitmen pada zero tolerance terhadap segala bentuk 

penyuapan, penggelapan, dan korupsi, serta berkomitmen untuk menjalankan 

urusannya dengan cara yang jujur, etis, legal dan bermartabat. 

5. Definisi-definisi 

a. Penyuapan diartikan sebagai bujukan atau imbalan yang ditawarkan, dijanjikan, 

diberikan demi memperoleh keuntungan komersil, kontrak, kemudahan atau 

manfaat pribadi. 

b. Penggelapan didefinisikan sebagai kegiatan ketidakjujuran yang mana pimpinan, 

manajer, karyawan atau kontraktor dari suatu lembaga bertindak bertentangan 

dari kepentingan lembaga dan penyalahgunaan posisi untuk memperoleh 

keuntungan pribadi atau orang lain dan lembaga lain.  

c. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan kewenangan untuk 

keuntungan pribadi. 

6. Komitmen  

a. Habitat Indonesia berkomitmen menjalankan semua urusan dengan cara yang 

jujur, etis, legal dan bermartabat dengan tidak memberi toleransi pada 

penyuapan, penggelapan, dan korupsi serta bertekad untuk bertindak secara 

professional, adil dan berintegritas dalam segala bentuk urusan dan hubungan 

dengan para pihak. 
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b. Habitat Indonesia berkomitmen untuk memastikan semua yang berurusan 

dengan kegiatan di Habitat Indonesia mendukung pendekatan zero tolerance 

terhadap segala tindak penyuapan, penggelapan dan korupsi.  

c. Para pihak dalam kebijakan ini termasuk pihak ketiga yang mencakup setiap orang 

atau organisasi yang terkait dengan kegiatan Habitat Indonesia, pengguna jasa, 

pemasok, distributor, kontak-kontak bisnis, agen, penasihat, lembaga pemerintah 

dan swasta atau perwakilan mereka, pejabat-pejabatnya, para politisi dan partai-

partai politik. 

7. Prinsip Inti 

Habitat Indonesia tidak membenarkan segala tindakan yang mengarah pada: 

a. Memberi, menjanjikan pemberian atau tawaran pembayaran, hadiah atau 

keramah-tamahan dengan maksud untuk mempengaruhi, membujuk atau 

memperoleh imbalan dari tindakan yang tidak patut. 

b. Menerima pembayaran dari pihak ketiga yang diduga menawarkan pembayaran 

tersebut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang 

tidak legal. 

c. Menerima pembayaran dari pihak ketiga yang diduga menawarkan pembayaran 

tersebut dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan Habitat 

Indonesia. 

d. Mengancam atau membalas dendam terhadap karyawan lain yang menolak 

melakukan atau yang mengungkapan ketidaksetujuannya pada tindak 

penyuapan, penggelapan, dan korupsi. 

e. Keterlibatan dalam kegiatan yang akan melanggar kebijakan ini. 

f. Habitat Indonesia tidak membenarkan penerimaan pembayaran yang tidak 

mengikuti aturan kebijakan keuangan yang berlaku di Habitat Indonesia.  

8. Kerangka Perlindungan  

a. Pelaporan 

• Seluruh entitas Habitat Indonesia harus menyadari dan mengungkap setiap 

bentuk serta tanda-tanda perilaku yang mengarah pada tindak pelanggaran 

Kebijakan Anti Penyuapan, Penggelapan, dan Korupsi  

• Pencegahan, deteksi dini, dan pelaporan akan tindak pelanggaran kebijakan 

ini menjadi tanggung jawab seluruh entitas Habitat Indonesia 

• Pelanggaran kebijakan anti penyuapan, penggelapan dan korupsi akan 

berakibat pada pemutusan hubungan kerja bagi pelaku pelanggaran 
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• Setiap pihak yang mengetahui adanya tindak pelanggaran kebijakan, tetapi 

tidak melakukan pelaporan, pihak yang bersangkutan dianggap telah 

bekerjasama dalam kejadian pelanggaran kebijakan dan akan mendapatkan 

sanksi yang dapat berakibat pemutusan hubungan kerja 

• Pihak yang melaporkan adanya pelanggaran Kebijakan Anti Penyuapan, 

Penggelapan, dan Korupsi akan mendapatkan perlindungan 

• Pelaporan akan adanya pelanggaran dijalankan sesuai dengan proses 

pelaporan atau mekanisme pelaporan yang ada 

b. Penyelidikan 

• Apabila terdapat laporan tindak pelanggaran kebijakan, Komite Safeguarding 

yang ditunjuk untuk menangani kejadian pelanggaran yang akan melakukan 

penyelidikan kasus. 

• Penyelidikan atas laporan yang ada akan dilakukan sesuai dengan proses 

penyelidikan yang telah ditentukan 

• Habitat Indonesia dapat melibatkan lembaga mitra yang memiliki keahlian 

dalam isu penyuapan, penggelapan, dan korupsi dalam proses penyelidikan 

• Dalam kasus tertentu, laporan pelanggaran Kebijakan Anti Penyuapan, 

Penggelapan, dan Korupsi akan ditangani hingga ranah hukum 

c. Penanganan Kasus 

• Proses penanganan kasus akan dilakukan sesuai dengan protokol dan 

mekanisme yang ada 

• Habitat Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta 

keadilan pada penyintas 

9. Penutup  

Demikian Kebijakan Anti Penyuapan, Penggelapan, dan Korupsi ini dibuat 

untuk dapat difungsikan secara optimal. Unit Komite Safeguarding dan manajemen 

wajib memonitor dan meninjau efektivitas pelaksanaan kebijakan ini. Habitat 

Indonesia memiliki hak untuk melakukan perubahan pada ketentuan-ketentuan 

dalam kebijakan ini dari waktu ke waktu untuk menjadi kebijakan yang lebih baik 

dengan mempertimbangkan efektivitas dan perkembangan isu yang berkaitan 

dengan kebijakan ini.  
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D. Kode Etik Relawan 

Menjadi relawan di Habitat Indonesia merupakan nilai luhur sekaligus memikul tanggung 

jawab yang besar. Relawan akan menjadi wakil Habitat Indonesia dan departemennya. 

Ketika seseorang menerima suatu peran relawan dengan Habitat Indonesia, yang 

bersangkutan berkomitmen untuk berperilaku sesuai cara yang menjunjung tinggi misi 

Habitat, menghormati masyarakat setempat, serta memastikan keselamatan semua yang 

terlibat. Sebagai tambahan untuk memenuhi semua persyaratan hukum, peraturan serta 

kebijakan Habitat Indonesia, semua relawan diharapkan mematuhi Kode Etik Relawan 

yang diuraikan di bawah ini: 

1. Menunjukkan Sikap Hormat Pada Masyarakat Setempat:  

Perlakukan semua relawan, pekerja, dan masyarakat setempat dengan penuh 

hormat, sopan, dan dengan cara bermartabat. Hal ini termasuk menghindari 

penggunaan kata-kata yang sensitif dan/atau menyinggung. Para relawan tidak 

diperbolehkan terlibat dalam kekerasan fisik atau emosional terhadap orang lain. 

Tindakan terbaik untuk dapat menciptakan suasana penerimaan yang baik dan penuh 

penghormatan adalah dengan berusaha memahami serta menghormati kebudayaan 

setempat serta mengikuti semua peraturan dan kebijakan yang diatur oleh karyawan 

program atau Komite Safeguarding relawan. 

2. Utamakan Keamanan Tempat Kegiatan:  

Aturan-aturan dan petunjuk-petunjuk keamanan telah dibuat untuk menjaga relawan 

dan orang lain wajib diikuti. Kegiatan-kegiatan yang memungkinkan adanya risiko bagi 

diri relawan atau orang lain harus dihindari. Laporkan kepada Komite Safeguarding di 

tempat kegiatan semua keadaan yang dapat menyebabkan gangguan keamanan. 

3. Zero Tolerance Terhadap Alkohol, Narkoba, Dan Senjata:  

Dilarang melakukan jual-beli atau memiliki narkoba, alkohol, dan senjata (tajam dan 

api) dalam properti Habitat Indonesia dan di tempat kegiatan relawan, bahkan jika itu 

diizinkan oleh hukum negara asal relawan. 

4. Meneladani Sikap Yang Menghormati Hak-Hak Asasi Manusia Semua Orang Dan 

Melindungi Penerima Manfaat Serta Anak-Anak Dari Eksploitasi Dan Perlakuan Salah: 

Habitat Indonesia telah mengadopsi standar-standar yang telah ditetapkan oleh PBB 

untuk menghormati hak-hak asasi manusia dan khususnya penerima manfaat serta 

anak-anak. Tunjukan teladan, sikap yang dapat diterima dengan memastikan bahwa 

tindakan-tindakan relawan mencerminkan standar-standar yang telah diadopsi oleh 

dan sesuai dengan kebijakan Habitat Indonesia.  
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Hubungan fisik yang tidak pantas dan seksual dengan sesama relawan, karyawan, dan 

masyarakat setempat harus dihindari. Relawan dilarang keras melakukan kegiatan 

seksual dengan seorang anak (seseorang yang berusia di bawah 18 tahun) atau 

penerima manfaat Habitat Indonesia. 

5. Mengikuti Kebijakan Pemberian Hadiah:  

Untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin timbul, rasa malu, tersinggung, 

atau cemburu, relawan diharapkan untuk tidak memberikan hadiah kepada penerima 

manfaat, karyawan Habitat Indonesia, atau masyarakat sekitar tempat kegiatan, 

tanpa mendiskusikannya dengan karyawan Habitat Indonesia. Relawan boleh 

membicarakan dengan karyawan tentang cara yang tepat untuk memberikan hadiah. 

Karyawan Habitat Indonesia dapat memberikan saran tentang hadiah-hadiah yang 

bermanfaat untuk masyarakat secara keseluruhan. 

6. Melindungi Aset: 

Relawan harus melakukan perawatan dan perlindungan seperlunya terhadap semua 

aset Habitat Indonesia. Mencuri, menyalahgunakan atau mengalihkan dana, 

kepemilikan atau aset lain Habitat Indonesia demi keuntungan pribadi tidak diizinkan 

begitu pula dengan keterlibatan dalam tindak penipuan terkait aset, kegiatan 

operasional serta terhadap penerima manfaat Habitat Indonesia. 

7. Menjaga Kerahasiaan:  

Bangun kepercayaan dengan relawan lain dan Habitat Indonesia dengan 

menghormati rahasia para relawan, karyawan, penerima manfaat Habitat Indonesia 

serta masyarakat setempat. Kecuali bila relawan mendapat persetujuan resmi dari 

Habitat Indonesia, yang bersangkutan tidak boleh memberikan informasi rahasia 

Habitat Indonesia atau informasi rahasia lainnya. 

8. Pelaporan: 

Bila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Relawan dapat dilaporkan ke nomor 

pengaduan 081230011343 atau email safeguarding@habitatindonesia.org. 

9. Batasan Komunikasi dengan Masyarakat Dampingan: 

Relawan yang terlibat secara langsung dalam aktivitas bersama dengan penerima 

manfaat, dilarang untuk melakukan komunikasi maupun koordinasi terkait dengan 

perkembangan proyek dengan penerima manfaat. Relawan Habitat Indonesia tidak 

diizinkan untuk menyimpan maupun menyebarluaskan foto, data, informasi, 

dan/atau dokumen lain terkait dengan perkembangan proyek. 

 



49 
 

E. Kebijakan Penapisan Latar Belakang  

1. Tujuan 

Habitat Indonesia menjunjung tinggi standar hak asasi manusia semua orang dan 

mendukung lingkungan yang aman dan bermartabat. Tujuan dari kebijakan ini adalah 

untuk mendukung komitmen Habitat Indonesia dalam mengidentifikasi individu yang 

diduga berpotensi dapat menimbulkan risiko pada keamanan dan kesejahteraan 

Habitat Indonesia, karyawan, relawan, dan pihak ketiga. Sebagai contoh dan 

mempertimbangkan kebutuhan kegiatan usaha yang sah Habitat Indonesia: 

a. Mengembangkan dan mempertahankan konsistensi proses penapisan dengan 

mengacu pada peraturan perundangan dan praktik baik lembaga sejenis untuk 

mendukung prinsi-prinsip Kebijakan Safeguarding, misalnya zero tolerance 

terhadap eksploitasi dan perlakuan salah seksual, yang dapat mewujudkan 

lingkungan yang aman bagi anak-anak serta orang-orang yang berisiko. 

b. Untuk mengidentifikasi individu yang bekerja atau terlibat sebagai relawan atas 

nama Habitat Indonesia yang dapat menimbulkan risiko untuk keselamatan 

pribadi karyawan, relawan lain, penerima manfaat, dan/atau pihak ketiga lainnya, 

contohnya menugaskan pelaku pelecehan/penganiayaan pada anak untuk 

bekerja dengan anak-anak atau kelompok rentan lainnya. 

c. Untuk mengidentifikasi seseorang dengan latar belakang yang dapat 

menimbulkan keresahan yang tidak dapat diterima terkait dengan kesesuaian 

seseorang tersebut menduduki posisi tertentu, contohnya seseorang yang pernah 

melakukan tindak pidana keuangan untuk menduduki posisi terkait keuangan 

dalam organisasi). 

Habitat Indonesia hanya akan menggunakan penapisan latar belakang untuk 

tujuan di atas dan tidak akan menggunakan informasi untuk melakukan diskriminasi 

terhadap seseorang berdasarkan SARA, jenis kelamin, disabilitas, riwayat medis 

keluarga, usia, atau karakteristik lain yang dilindungi hukum nasional. 

2. Para pihak yang wajib menjalani proses penapisan latar belakang kriminal dan tindak 

kejahatan seksual 

a. Semua pelamar untuk semua posisi di Habitat Indonesia menerima penawaran 

kerja bersyarat atas status kepegawaian, termasuk kontrak karyawan maupun 

karyawan 

b. Sejak Tanggal Efektif, semua entitas Habitat Indonesia akan menggunakan definisi 

tentang "Pemimpin Tim" relawan sebagai berikut: 
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• “Pemimpin Tim” berarti setiap relawan yang melakukan supervisi, 

mengelola, mengawasi, membimbing, atau mengarahkan relawan selama 

berlangsungnya kegiatan program atau proyek Habitat Indonesia. 

• Untuk kejelasannya, standar yang sama diberlakukan juga terhadap semua 

relawan kegiatan Global Village dan para Pimpinan Tim-nya yang berasal dari 

luar Indonesia wajib mematuhi Standar Minimum Habitat Indonesia. Sejak 1 

September 2019, dan sesuai dengan Standar Minimum Habitat Indonesia, 

para Pimpinan Tim wajib menjalani penapisan latar belakang kriminal dan 

tindak kejahatan seksual, atau penapisan lain yang setara 

c. Sejak Tanggal Efektif, semua entitas Habitat Indonesia menggunakan definisi 

tentang pekerja relawan sebagai berikut: 

• “Relawan Utama” berarti (i) setiap relawan yang melalui program Habitat 

Indonesia yang memiliki kontak langsung dan konsisten dengan penerima 

manfaat; atau (ii) relawan berulang yang secara rutin menjadi relawan lebih 

dari delapan (8) jam per bulan 

d. Semua sumber daya manusia dengan kontrak kerja jangka panjang atau pendek, 

termasuk namun tidak terbatas pada, karyawan, karyawan, pekerja tambahan, 

kontraktor, pekerja mandiri dan pekerja kontrak, atau relawan yang terlibat 

dalam tanggap bencana dan pemulihan atau program lain dengan faktor risiko 

tinggi dan kelompok rentan 

e. Habitat Indonesia dapat memperluas cakupan orang-orang yang wajib melalui 

penapisan latar belakang berdasarkan faktor risiko lain (misalnya konteks daerah 

berisiko tinggi) atau persyaratan yang diberikan oleh donatur 

f. Frekuensi 

• Setiap orang yang wajib mengikuti penapisan latar belakang kriminal dan 

kejahatan seksual, setiap tiga tahun wajib mengikuti penapisan ulang.  

g. Ketergantungan pada jaminan pihak ketiga 

• Pemenuhan persyaratan penapisan latar belakang bagi seseorang yang 

diuraikan dalam Bagian 2b dapat diterima oleh Habitat Indonesia jika 

disetujui oleh departemen legal Habitat Indonesia, dengan jaminan tertulis 

dari pihak ketiga yang menjelaskan telah menjalankan penapisan latar 

belakang kriminal dan kejahatan seksual dalam kurun waktu yang sesuai 

dan yang bersangkutan memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan 

dalam kebijakan Habitat Indonesia. 
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3. Para pihak yang wajib menjalani konfirmasi riwayat pekerjaan dan penapisan 

pemeriksaan referensi oleh Habitat Indonesia: 

a. Semua pelamar, termasuk karyawan maupun karyawan kontrak pada semua 

posisi di Habitat Indonesia mendapatkan penawaran kerja bersyarat dari Habitat 

Indonesia, bila memenuhi: 

• Adanya riwayat pekerjaan: konfirmasi tanggal kepegawaian dan kelayakan 

untuk direkrut kembali 

• Adanya pemeriksaan referensi: setidaknya terdapat dua referensi dan 

pemeriksaan karakter yang lengkap (termasuk dari atasan sebelumnya dan 

orang lain yang bukan kerabat yang bersanggkutan). 

Pemeriksaan tersebut perlu didokumentasikan dan diarsipkan 

sebagaimana mestinya. 

4. Habitat Indonesia akan melakukan penapisan latar belakang kejahatan seksual bagi 

semua calon badan pengurus Habitat Indonesia.  

5. Pengecualian penapisan latar belakang oleh Habitat Indonesia dapat dilakukan untuk 

kepentingan tertentu yang dapat dibenarkan dan harus disetujui oleh departemen 

legal Habitat Indonesia.  

6. Prosedur Penapisan 

a. Prosedur penapisan latar belakang oleh pihak ketiga ditetapkan oleh departemen 

HR dan departemen legal Habitat Indonesia dan disetujui oleh badan pengurus  

b. Departemen legal Habitat Indonesia bertanggung jawab untuk membuat dan 

memperbaharui formulir jika diperlukan. Penapisan latar belakang baru dapat 

dimulai sewaktu formulir-formulir tersebut telah dilengkapi dan dikembalikan 

oleh pelamar, karyawan yang akan dipekerjakan kembali, relawan, dan badan 

pengurus. Departemen HR bertanggung jawab untuk mengumpulkan formulir-

formulir yang sudah dilengkapi dan mengkoordinasikan hal tersebut dengan pihak 

ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penapisan latar belakang 

c. Departemen HR akan melakukan penilaian terhadap laporan penapisan latar 

belakang dari pihak ketiga dan menentukan kelayakan untuk menerbitkan 

penawaran kerja kepada pelamar 

d. Setiap laporan penapisan latar belakang yang dianggap bermasalah harus ditinjau 

bersama dengan departemen legal untuk menentukan keputusan akhir 

e. Sebelum keputusan akhir yang merugikan seseorang diambil, sebagai akibat dari 

sebagian atau keseluruhan informasi dalam laporan penapisan latar belakang, 
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departemen HR perlu membuat surat pemberitahuan kemungkinan terjadinya 

konsekuensi yang merugikan bagi pelamar. Departemen legal memberi petunjuk 

kepada departemen HR tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan 

tersebut di atas 

7. Pertimbangan lain 

a. Kerahasiaan 

Hasil dari penapisan latar belakang harus dijaga kerahasiaannya. Hanya karyawan 

departemen HR, departemen legal, dan calon atasan langsung pelamar yang 

dapat mengakses informasi hasil dari laporan penapisan latar belakang.  

b. Penyimpanan dan penghancuran laporan penapisan latar belakang 

Departemen HR bertanggung jawab atas penyimpanan hasil penapisan latar 

belakang yang aman dan tepat untuk jangka waktu tiga tahun. Pada akhir periode 

tersebut, departemen HR bertanggung jawab atas pemusnahan hasil penapisan 

latar belakang dengan memastikan kerahasiaan informasi.  

 

F. Kebijakan Konflik Kepentingan dan Penerimaan Pemberian  

F.1. Kebijakan Konflik Kepentingan 

1. Pengantar  

Semua individu dalam Habitat Indonesia mempunyai kemungkinan 

tergoda melakukan tindak konflik kepentingan. Para pihak Habitat Indonesia 

mempunyai kewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik Habitat 

Indonesia. Konflik kepentingan yang benar terjadi atau yang potensial terjadi dan 

transaksi para pihak terkait dapat menimbulkan risiko reputasi, keuangan, dan 

hukum yang harus dihindari bagi Habitat Indonesia dan dikelola dengan cara 

yang efektif untuk memastikan tata kelola yang baik dan bahkan menghindari 

kesan ketidakwajaran.  

2. Tujuan 

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menetapkan dan menegaskan 

standar pengelolaan konflik kepentingan yang benar terjadi atau yang potensial 

terjadi bagi semua entitas Habitat Indonesia untuk melindungi reputasi, kegiatan 

operasional, dan sumber daya Habitat Indonesia. 

3. Lingkup Kebijakan 

Kebijakan ini berlaku bagi setiap orang yang bekerja pada semua tingkat, 

termasuk National Director, karyawan (apakah tetap atau hubungan kerja 
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sewaktu), konsultan, kontraktor, karyawan yang diperbantukan, pekerja harian 

dan pekerja lembaga lain, mitra, donor dan semua orang yang terkait dengan 

Habitat Indonesia di manapun mereka berada.  

Kebijakan ini juga berlaku bagi penerima manfaat, masyarakat di lingkungan 

proyek, termasuk anak-anak. 

4. Definisi 

a. Konflik Kepentingan – Terdapat dua macam konflik kepentingan: konflik 

kepentingan yang benar terjadi dan yang potensial terjadi. Konflik 

kepentingan adalah ketika para pihak Habitat Indonesia menerima 

keuntungan pribadi langsung atau tidak langsung untuk diri mereka sendiri 

atau pihak terkait sebagai akibat dari adanya transaksi dengan Habitat 

Indonesia. Konflik kepentingan merupakan salah satu bentuk 

penyalahgunaan kewenangan.  

b. Pihak Terkait - Seorang individu, kelompok atau kegiatan usaha yang terkait 

dalam beberapa hal dengan para pihak Habitat Indonesia yang terlibat dalam 

melakukan transaksi untuk Habitat Indonesia. Pihak terkait dapat mencakup 

anggota keluarga dekat, teman dekat, mitra kegiatan usaha, badan usaha, 

yang terkait dengan para pihak Habitat Indonesia. 

5. Pengungkapan Konflik Kepentingan 

a. Para pihak Habitat Indonesia menghadapi risiko konflik kepentingan yang 

benar terjadi atau yang potensial terjadi jika dia berada dalam posisi untuk 

memengaruhi keputusan terkait transaksi bagi Habitat Indonesia dan: 

• merupakan anggota keluarga dekat dari seseorang yang bertransaksi 

kegiatan usaha dengan Habitat Indonesia, termasuk pasangan, orang 

tua, saudara kandung, mertua, anak, cucu, atau individu yang serumah 

dengan para pihak Habitat Indonesia 

• merupakan National Director, pejabat, mitra, badan usaha, atau 

karyawan dari suatu entitas yang melakukan kegiatan usaha dengan 

Habitat Indonesia 

• memiliki 5% atau lebih saham yang berhak suara atau kepentingan 

pengendali dalam suatu organisasi atau memiliki kepentingan 

menentukan lainnya atau berurusan dengan organisasi mana pun yang 

melakukan kegiatan usaha dengan Habitat Indonesia 



54 
 

• memiliki hubungan kegiatan usaha (yaitu mitra, prinsipal, atau pemberi 

kerja) dengan orang yang melakukan kegiatan usaha dengan Habitat 

Indonesia; 

• termasuk pejabat utama, pengambil keputusan atau penerima manfaat 

keuangan dari entitas yang melakukan kegiatan usaha dengan Habitat 

Indonesia. 

b. Para pihak Habitat Indonesia, yang memiliki konflik kepentingan yang benar 

terjadi atau yang potensial terjadi yang melibatkan transaksi Habitat 

Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian, kontrak, sewa, 

perekrutan, penunjukan dewan, pemilihan keluarga atau transaksi lain yang 

melibatkan organisasi Habitat Indonesia, harus melakukan hal-hal berikut ini 

untuk mengelola konflik kepentingan dan melindungi kepentingan semua 

pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha: 

• Anggota Badan Pengurus dan Karyawan 

i. Yang bersangkutan harus mengungkapkan adanya konflik 

kepentingan dan uraian mengenai hal tersebut secara tertulis 

kepada seluruh badan pengurus sesegera mungkin setelah 

konflik kepentingan muncul. 

ii. Pengungkapan harus mengidentifikasi semua fakta material, dan 

keadaan seputar konflik kepentingan yang akan diperlukan oleh 

badan pengurus untuk membuat keputusan yang tepat 

sehubungan dengan transaksi tersebut. 

iii. National Director atau karyawan yang tidak berkepentingan tidak 

boleh mengikuti pembahasan transaksi dan harus abstain dari 

pemungutan suara mengenai transaksi tersebut, dan 

memastikan bahwa ketidakhadirannya dalam rapat dan diskusi 

dan abstain dari pemungutan suara dicatat dalam notulen. 

• Karyawan Habitat Indonesia 

i. Yang bersangkutan harus mengungkapkan adanya konflik 

kepentingan kepada atasan langsungnya 

ii. Yang bersangkutan tidak boleh terlibat atau berpartisipasi dalam 

transaksi kegiatan usaha apa pun atas nama Habitat Indonesia 

ketika dia memiliki konflik kepentingan yang benar terjadi atau 

yang potensial terjadi 
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iii. Atasan yang bersangkutan harus mengakui diterimanya informasi 

dan memastikan bahwa pengamanan yang memadai telah 

diterapkan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang 

terlibat dalam situasi tersebut 

c. Setelah pengungkapan konflik kepentingan, badan pengurus, National 

Director, karyawan, atau karyawan, dapat mengambil tindakan berdasarkan 

pemungutan suara oleh suara terbanyak pihak yang berwewenang yang 

tidak terkait dengan konflik kepentingan tersebut. 

d. Bidang yang mungkin dapat menimbulkan konflik kepentingan baik yang 

benar terjadi atau yang potensial terjadi termasuk tetapi tidak terbatas pada 

hal-hal berikut dan harus dikelola sesuai dengan kebijakan ini: 

• Nepotisme 

i. Rekrutmen yang terbuka 

Semua karyawan harus mengungkapkan hubungan keluarga dengan 

pelamar dan tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan 

mengenai yang bersangkutan dalam proses rekrutmen  

ii. Anggota keluarga dekat tidak boleh dalam hubungan saling melapor 

untuk menghindari konflik, ketidaknyamanan, dan 

ketidakpercayaan dari staf lain 

iii. Karyawan yang mempunyai hubungan keluarga dekat tidak boleh 

berada pada jabatan yang akan mempengaruhi keputusan terkait 

dengan perekrutan, pengaturan gaji, tunjangan, promosi, dan hak-

hak kepegawaian lain 

iv. Karyawan yang mempunyai hubungan keluarga dekat tidak boleh 

berada pada posisi yang dapat mempermudah transaksi keuangan  

v. Karyawan yang mempunyai hubungan dekat tidak boleh berada 

dalam satu unit organisasi dan dalam posisi manajemen yang 

signifikan di departemen yang sama 

vi. Mungkin terdapat beberapa pekerjaan khusus yang karena sifatnya 

yang tidak boleh diisi oleh siapa pun yang mempunyai hubungan 

keluarga dekat dengan karyawan yang bekerja untuk Habitat 

Indonesia 

• Hadiah dari Kegiatan Keuangan 
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Karyawan Habitat Indonesia tidak boleh menerima imbalan (barang, 

jasa, kemudahan, dan manfaat yang lain) dari pihak-pihak yang 

melakukan kegiatan usaha dengannya. 

• Kepentingan Keuangan dan Pekerjaan di Luar 

Karyawan Habitat Indonesia tidak boleh melakukan pekerjaan berbayar 

lain yang mempengaruhi kinerja yang bersangkutan di Habitat 

Indonesia.  

• Pengadaan Barang dan Jasa 

i. Karyawan dalam posisi pengambilan keputusan untuk pengadaan 

barang dan jasa harus mengungkapkan kemungkinan konflik 

kepentingan kepada atasannya.  

ii. Karyawan dilarang terlibat dalam proses pengadaan yang 

menimbulkan konflik. 

• Peluang Melakukan Kegiatan Usaha 

Karyawan Habitat Indonesia dilarang memanfaatkan kegiatan usaha 

Habitat Indonesia menjadi kegiatan usaha pribadi. Kemungkinan 

terjadinya peluang itu harus diungkapkan.  

6. Pengungkapan Tahunan 

Para pihak harus menandatangani pernyataan Pengungkapan Konflik 

Kepentingan Tahunan untuk mengonfirmasi bahwa mereka tidak memiliki 

konflik kepentingan yang akan memengaruhi peran/tugas mereka dan/atau 

untuk mengungkapkan konflik yang benar terjadi atau yang potensial terjadi. 

7. Pertimbangan Lain 

Kebijakan ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memberikan konteks lebih 

lanjut pada kebijakan, Panduan Karyawan, dan Perjanjian Etika Habitat 

Indonesia di atas dan tidak meniadakan atau menggantikan dokumen tersebut. 

Setiap dugaan pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dilaporkan melalui 

prosedur yang diuraikan dalam Kebijakan Pelaporan di atas. 

Kebijakan Konflik Kepentingan ini merujuk pada Conflict of Interest Policy 

Habitat Internasional.  

8. Penutup 

Demikian Kebijakan Konflik Kepentingan ini dibuat untuk menjadi petunjuk 

tentang konflik kepentingan dan pengelolaannya. Komite Safeguarding yang 

ditunjuk wajib memonitor dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan 
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ini. Habitat Indonesia memiliki hak untuk melakukan perubahan pada 

ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini dari waktu ke waktu untuk 

memastikan ketepatgunaan kebijakan ini. 

 

F.2. Kebijakan Penerimaan Pemberian 

1. Pengantar 

Habitat Indonesia mendorong pencarian dana dan penerimaan bantuan dana 

untuk tujuan yang akan membantu Habitat Indonesia mencapai dan memenuhi 

misinya. Kebijakan Penerimaan Pemberian ini mengatur penerimaan 

pemberian yang diberikan kepada Habitat Indonesia untuk kepentingan dana 

abadi dan programnya. 

2. Tujuan 

Tujuan kebijakan ini adalah untuk menetapkan kriteria yang digunakan Habitat 

Indonesia dan Komite Penerimaan Pemberian untuk menentukan: 

a. “Donatur yang Tepat” – bahwa keputusan untuk bermitra dengan para 

donatur dibuat berdasarkan informasi terkait hal-hal kontroversial, dengan 

menggunakan pertimbangan prinsip-prinsip Kristiani dan kemanusiaan 

Habitat Indonesia serta reputasi dan pandangan publik terhadap Habitat 

Indonesia. 

b. “Pemberian yang Sesuai” – bahwa pengajuan penerimaan pemberian 

memenuhi syarat dan calon donatur beserta koleganya mengetahui jenis 

pemberian yang dapat diterima Habitat Indonesia. 

Meskipun kebijakan ini menetapkan praktik terbaik, kebijakan ini dirancang 

untuk memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan.  

3. Lingkup Kebijakan 

Kebijakan ini berlaku untuk semua entitas Habitat Indonesia, sesuai 

dengan konteks sosial dan legal di Indonesia dengan memasukkan ketentuan 

dalam Kebijakan Penerimaan Pemberian atau memastikan bahwa maksud dari 

kebijakan tersebut tercakup dalam Kebijakan Penerimaan Pemberian Habitat 

Indonesia. 

4. Kebijakan Terkait 

a. Kebijakan Anti Penyuapan, Penggelapan, dan Korupsi 

b. Kebijakan Konflik Kepentingan 

c. Perjanjian Etika dan Kode Etik 
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5. Jenis-jenis Pemberian 

Pemberian berikut dapat dipertimbangkan untuk diterima oleh Habitat 

Indonesia: 

a. Uang tunai  

b. Properti Pribadi Berwujud 

c. Sekuritas 

d. Perumahan 

e. Sisa bunga investasi properti 

f. Bunga dari investasi kegiatan usaha minyak, gas, dan mineral 

g. Penjualan obral 

h. Asuransi jiwa 

i. Anuitas amal 

j. Bunga dana abadi 

k. Perjanjian dana abadi yang dapat ditarik kembali  

l. Dana abadi amal  

m. Dana pensiun 

n. Dana warisan wakaf 

o. Uang pertanggungan asuransi jiwa 

p. Hak kekayaan intelektual 

q. Donasi produk tertentu atau sumbangan barang 

Kriteria berikut berlaku untuk penerimaan pemberian sesuai dengan kategori 

tersebut di atas: 

a. Uang Tunai: Uang tunai yang dapat diterima adalah yang mudah untuk 

dipertukarkan dengan mata uang yang ada di Indonesia. Pemberian berupa 

Cek harus menyebutkan ditujukan kepada nama akun resmi Habitat 

Indonesia. Habitat Indonesia juga dapat menerima donasi berupa uang 

digital yang sah. 

b. Properti Pribadi Berjumlah Besar: Habitat Indonesia dapat menerima 

pemberian properti pribadi jika pemberian tersebut akan menghasilkan 

pendapatan yang memadai bagi organisasi. Untuk menilai kelayakan 

pemberian tersebut Habitat Indonesia harus menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut ini: 

• Apakah properti itu dapat digunakan dalam pelaksanaan misi Habitat 

Indonesia atau akan dijual? 
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• Apakah properti dapat dipasarkan?  

• Apakah ada biaya yang timbul dari pemilikan property tersebut 

(asuransi, penyimpanan, pemeliharaan berkelanjutan)? 

• Apakah manfaat menerima properti sebanding dengan biaya internal 

untuk mengelola dan menjual properti? 

Semua pemberian yang akan digunakan dalam pelaksanaan program 

Habitat Indonesia harus disetujui oleh Komite Penerimaan Pemberian. 

Semua pemberian yang tidak akan digunakan harus dijual secepat mungkin. 

c. Dana warisan wakaf: Donatur dan pendukung Habitat Indonesia akan 

didorong untuk memberikan dana warisan wakaf kepada Habitat Indonesia 

sebagai ahli waris mereka. Dana warisan wakaf tersebut tidak akan dicatat 

sebagai pemberian kepada Habitat Indonesia sampai saat pemberian 

tersebut berkekuatan hukum. 

d. Donasi produk tertentu atau sumbangan barang 

• Perolehan penilaian dan biaya hukum untuk pemberian kepada 

Habitat Indonesia. 

Biaya yang timbul atas penilaian, nasihat hukum dan keuangan atau 

profesional independen lainnya menjadi tanggung jawab donatur. 

• Penilaian pemberian untuk tujuan pengembangan. 

Habitat Indonesia akan mencatat nilai pemberian yang diterima sesuai 

tujuan pemberian pada tanggal pemberian. 

• Pengungkapan untuk dana gabungan. 

Habitat Indonesia akan memberikan laporan atas semua dana yang 

diterima.  

6. Jenis-jenis pemberian lainnya yang belum disebutkan di sini, dapat 

dipertimbangkan dengan membandingkan lebih dulu nilai pemberian tersebut 

dengan biaya yang akan timbul, termasuk legalitas pemberian tersebut.  

7. Pertimbangan lainnya 

Setiap pemberian, yang penerimaannya dapat menyebabkan pelanggaran 

terhadap kebijakan Habitat Indonesia lainnya, harus mendapat persetujuan dari 

Komite Penerimaan Pemberian berdasarkan kebijakan Habitat Indonesia.  

8. Penutup 

Demikian Kebijakan Konflik Kepentingan dan Penerimaan Pemberian ini dibuat 

untuk menjadi petunjuk kehaati-hatian (due diligence). Komite Safeguarding 
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yang ditunjuk wajib memonitor dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan 

kebijakan ini. Habitat Indonesia memiliki hak untuk melakukan perubahan pada 

ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini dari waktu ke waktu untuk 

memastikan ketepatgunaan kebijakan ini. 

 

G. Kebijakan Keselamatan, Keamanan, dan Anti Terorisme 

1. Pengantar 

Indonesia merupakan negara rawan bencana alam, bencana non-alam, dan 

bencana sosial, seperti konflik antar kelompok atau antar komunitas, SARA (Suku, 

Agama, Ras dan Antar Golongan), kerusuhan, dan tindak terorisme. Bencana dapat 

terjadi pada saat yang tidak terduga. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi 

kejadian bencana harus menjadi bagian manajemen risiko di Habitat Indonesia.  

Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk dalam melakukan 

pencegahan dan memberi informasi kepada semua para pihak dan penerima 

manfaat termasuk anak-anak agar dapat waspada dan siaga menghadapi kejadian 

bencana.  

Kebijakan ini hendaknya dibaca bersama dengan Kebijakan Keselamatan dan 

Keamanan Habitat Indonesia (Security and Safety Plan Habitat Indonesia). 

2. Tujuan 

Kebijakan ini bertujuan untuk: 

a. Melindungi dan/atau memperkecil risiko atas karyawan, karyawan, pemagang, 

relawan, dan penerima manfaat termasuk anak-anak dari kemungkinan terkena 

dampak bencana. 

b. Melindungi dan/atau memperkecil risiko kerusakan atau kehilangan aset Habitat 

Indonesia. 

c. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana yang 

mengancam keselamatan dan keamanan karyawan, karyawan, pemagang, 

relawan, dan penerima manfaat termasuk anak-anak, serta aset Habitat 

Indonesia.  

3. Lingkup Kebijakan 

Kebijakan ini berlaku bagi para pihak yang terkait dengan Habitat Indonesia 

di manapun mereka berada. Kebijakan ini juga berlaku bagi penerima manfaat, 

masyarakat di lingkungan proyek, termasuk anak-anak.  

 



61 
 

4. Pernyataan Kebijakan 

a. Habitat Indonesia berkomitmen untuk memberi perlindungan kepada semua 

entitas Habitat Indonesia dari kemungkinan dampak bencana alam, bencana 

non-alam, dan bencana sosial termasuk SARA, kerusuhan dan tindak terorisme 

dengan mengusahakan langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan yang 

aman dan kondusif untuk bekerja. 

b. Manajemen Habitat Indonesia akan membuat protokol keselamatan, keamanan, 

dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana, termasuk SARA, kerusuhan dan 

tindak terorisme. Protokol tersebut akan ditinjau dari waktu ke waktu sesuai 

dengan perkembangan situasi. Setiap entitas Habitat Indonesia perlu membuat 

protokol keselamatan, keamanan, dan kewaspadaan sesuai dengan kondisi 

potensi ancaman setempat. 

c. Habitat Indonesia berkomitmen terhadap kebijakan zero tolerance atas segala 

bentuk terorisme dan berbagai dukungan termasuk pendanaan. 

5. Komitmen  

a. Habitat Indonesia akan mengupayakan untuk mewujudkan dan memelihara 

lingkungan yang aman, meminimalkan risiko ancaman bencana alam, non-alam, 

dan sosial termasuk SARA, kerusuhan, dan tindak terorisme, dan mengambil 

tindakan yang sesuai dengan tujuan ini melalui protokol-protokol yang tepat, 

termasuk tindak pencegahan dan tanggapan. 

b. Habitat Indonesia akan memberi dukungan kepada karyawan, pemagang, 

relawan, dan penerima manfaat termasuk anak-anak yang menjadi penyintas 

bencana alam, non-alam, dan sosial termasuk SARA, kerusuhan, dan tindak 

terorisme.  

c. Habitat Indonesia akan menunjuk Komite Safeguarding untuk memastikan 

kepatuhan terhadap Kebijakan Keselamatan, Keamanan, dan Anti Terorisme 

oleh semua entitas Habitat Indonesia.  

d. Habitat Indonesia akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang dapat membantu 

melakukan tindak kehati-hatian (due diligence) dan mitigasi terhadap 

kemungkinan ancaman bencana alam, non-alam, dan sosial termasuk SARA, 

kerusuhan, dan tindak terorisme.  

6. Prinsip-prinsip 

a. Keselamatan dan keamanan kerja bagi karyawan, pemagang, relawan, dan 

pekerja harian merupakan prioritas di atas capaian pekerjaan. 
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b. Habitat Indonesia mengutamakan perlindungan bagi kelompok rentan di antara 

karyawan, karyawan, pemagang, relawan, dan pekerja harian, serta penerima 

manfaat termasuk anak-anak. 

c. Habitat Indonesia tidak memperbolehkan karyawan, pemagang, relawan, dan 

pekerja harian untuk terlibat dalam tindak terorisme dalam bentuk apapun. 

Apabila terjadi pelanggaran terhadap kebijakan ini, yang bersangkutan akan 

mendapat sanksi sampai pada pemutusan hubungan kerja.  

d. Habitat Indonesia tidak akan berbisnis dengan pihak-pihak yang terindikasi 

melakukan pendanaan terorisme. Habitat Indonesia akan memastikan bahwa 

setiap orang atau organisasi yang bekerja untuk Habitat Indonesia, termasuk 

penerima manfaat, pemasok, distributor, kontak bisnis, agen, konsultan, badan 

pemerintah, pejabat publik, politisi dan partai politik, tidak terindikasi 

melakukan tindak yang mendukung dan mengarah pada kemungkinan terjadinya 

bentuk-bentuk terorisme.  

7. Anti Terorisme 

a. Seluruh entitas Habitat Indonesia memiliki kemungkinan terpapar atau menjadi 

korban tindak terorisme. Risiko-risiko yang akan muncul dari ancaman tersebut 

dapat diminimalisir dengan tindak kewaspadaan sebelum, selama dan setelah 

terjadinya ancaman.  

b. Pernyataan Kebijakan 

Habitat Indonesia menolak semua bentuk tindakan terorisme dengan 

menjalankan kegiatan yang waspada terhadap kemungkinan tindak terorisme 

dan memberikan perlindungan serta dukungan bila karyawan menjadi korban 

tindak terorisme. 

c. Tanggung jawab 

• Seluruh entitas Habitat Indonesia harus membaca, memahami dan 

mematuhi kebijakan ini setiap saat, di dalam jam kerja, maupun di luar jam 

kerja.  

• Pencegahan, deteksi dini dan pelaporan adanya indikasi tindak terorisme 

atau tanda lain yang terkait aksi terorisme adalah tanggung jawab semua 

yang bekerja untuk dan/atau yang terkait Habitat Indonesia. Semua 

karyawan diwajibkan untuk menghindari kegiatan apa pun yang dapat 

mengarah pada pelanggaran kebijakan ini. 
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• Setiap entitas yang melanggar kebijakan ini akan mendapatkan sanksi yang 

dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran 

berat.   

• Semua entitas Habitat Indonesia wajib melaporkan indikasi tindak 

terorisme kepada Komite Safeguarding atau pihak yang ditunjuk 

menangani masalah keselamatan, keamanan dan tindak terorisme. 

• Pihak manajemen Habitat Indonesia bertanggung jawab melakukan tindak 

kehati-hatian (due diligence), analisis risiko, dan mitigasi secara berkala 

terkait indikasi tindak terorisme. 

• Memastikan bahwa Habitat Indonesia dan seluruh karyawan, relawan, 

pemagang, konsultan dan semua orang yang terkait dengan Habitat 

Indonesia tidak memberikan dukungan, termasuk pendanaan terorisme. 

• Memastikan pelatihan pada karyawan dan mitra tentang praktek dan 

prosedur terkait dengan kebijakan anti terorisme.  

• Manajemen Habitat Indonesia memastikan semua karyawan, relawan, 

pemagang, konsultan dan semua orang yang berhubungan dengan Habitat 

Indonesia mematuhi undang-undang yang relevan, Kode Etik, dan 

Kebijakan Anti-terorisme. 

• Memastikan semua mitra lembaga dan badan pengurus, karyawan, relawan 

dan kontraktor serta pengembangan proyek didanai oleh atau melalui 

Habitat Indonesia patuh pada semua undang-undang dan kebijakan yang 

relevan dengan upaya anti-terorisme. 

• Pihak manajemen Habitat Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan 

pemeriksaan referensi Pihak Ketiga terhadap individu yang memiliki 

hubungan kontrak dengan Habitat Indonesia untuk memastikan individu 

tersebut tidak terkait dengan terorisme. 

• Pihak manajemen bertanggung jawab dalam memastikan kebijakan dan 

pengelolaan keuangan tidak terkait dengan tindak terorisme serta 

pendanaan terorisme. 

• Pihak manajemen dan keuangan Habitat Indonesia harus memiliki arsip 

keuangan, khususnya bukti pembayaran dan kontrol internal keuangan 

yang membuktikan tidak ada keterkaitan dengan tindak pendanaan.  

• Pihak manajemen dan keuangan Habitat Indonesia harus memastikan 

seluruh klaim biaya tidak terkait dengan pendanaan terorisme. 
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8. Penutup 

Demikian Kebijakan Keselamatan, Keamanan, dan Anti Terorisme ini dibuat 

untuk menjadi petunjuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Komite 

Safeguarding yang ditunjuk wajib memonitor dan mengevaluasi efektivitas 

pelaksanaan kebijakan ini. Habitat Indonesia memiliki hak untuk melakukan 

perubahan pada ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini dari waktu ke waktu 

untuk memastikan ketepatgunaan kebijakan ini. 

 

H. Kebijakan Pelaporan Pelanggaran Safeguarding 

Kebijakan ini berlaku untuk semua entitas Habitat Indonesia, termasuk kantor 

pusat dan kantor proyek. Kantor pusat dan kantor proyek serta seluruh entitas Habitat 

Indonesia harus mematuhi kebijakan pelaporan pelanggaran ini. 

Habitat Indonesia berkomitmen pada standar perilaku etis tertinggi, moral, dan 

hukum. Habitat selanjutnya berdedikasi untuk bertindak dengan itikad baik bagi para 

pihak yang menyampaikan keresahan mengenai tindak yang melanggar hukum dan 

kebijakan atau perilaku tidak patut lainnya dari para pihak Habitat Indonesia. 

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk: 

1. Menyediakan mekanisme bagi para pihak Habitat Indonesia dalam menyampaikan 

keresahan yang dilandasi itikad baik mengenai dugaan pelanggaran hukum atau 

kebijakan Habitat Indonesia dan perilaku yang tidak patut 

2. Memfasilitasi kerjasama dalam penyelidikan atau pemeriksaan internal atau eksternal 

mengenai potensi pelanggaran hukum atau kebijakan Habitat Indonesia dan perilaku 

yang tidak patut 

3. Melindungi individu – termasuk merahasiakan identitas dan keselamatan mereka – 

yang melaporkan tindak pelanggaran dari pembalasan atau ancaman pembalasan 

oleh karyawan, karyawan atau pihak Habitat Indonesia; dan 

4. Mempromosikan budaya akuntabilitas dan transparansi yaitu, “jika Anda melihat 

sesuatu, laporkan hal itu.” 

H.1. Harapan untuk pelaporan 

1. Para pihak Habitat Indonesia didorong dan diharapkan untuk mengidentifikasi 

dan melaporkan potensi pelanggaran atau dugaan pelanggaran hukum atau 

kebijakan Habitat Indonesia, serta memberikan informasi yang benar 

sehubungan dengan penyelidikan oleh Komite Safeguarding atau pihak yang 

bertanggung jawab menangani dugaan pelanggaran. 
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2. Para pihak Habitat Indonesia yang mengetahui atau mencurigai terjadinya 

pelanggaran, tindak yang melanggar hukum, dan melanggar kebijakan Habitat 

Indonesia harus segera memberi tahu atasan langsungnya atau menggunakan 

proses pemberitahuan anonim yang ditetapkan dalam Nomor 3 di bawah ini. Jika 

yang bersangkutan tersebut di atas memiliki alasan untuk meyakini bahwa 

atasan langsungnya mungkin terlibat dalam tindakan yang salah, tindak 

melanggar hukum, atau pelanggaran kebijakan Habitat Indonesia, yang 

bersangkutan harus segera memberitahu Komite Safeguarding pelaporan 

Habitat Indonesia atau menggunakan proses pemberitahuan ke nomor 

pengaduan 081230011343 atau email safeguarding@habitatindonesia.org. 

3. Laporan anonim kepada Komite Safeguarding, mengenai dugaan pelanggaran, 

termasuk tindak diskriminasi, pelecehan, perundungan, eksploitasi seksual dan 

perlakuan salah seksual, konflik kepentingan, pernyataan salah keuangan 

(misstatement in financials), aktivitas kriminal, pelanggaran hukum, korupsi dan 

penyuapan, kickbacks, kekerasan fisik yang mengakibatkan luka dan tindak 

pembunuhan, tindak meremehkan keselamatan kerja, pembalasan terhadap 

tindak pelaporan, pelanggaran akan keamanan data, pemalsuan catatan atau 

laporan resmi, atau kebijakan Habitat Indonesia, bila tidak mendapat tanggapan 

yang memadai dapat disampaikan ke hotline Online di situs web Habitat Ethics 

and Accountability Line, yaitu dengan mengakses heal.habitat.org. Laporan 

anonim yang diterima melalui portal ini akan disampaikan secepat mungkin 

kepada tim penyelidik yang independen di dalam pengurus Habitat for Humanity 

Internasional, dan akan ditinjau secara konfidensial serta ditangani dengan 

tepat.  

4. Kegagalan melaporkan pelanggaran, pelanggaran hukum, atau kebijakan Habitat 

Indonesia yang signifikan dan berat dapat dikenakan sanksi, hingga dan termasuk 

pemutusan hubungan kerja. Habitat Indonesia berhak menentukan penilaian 

tentang jangka waktu, tingkat pengetahuan pelaku pelanggaran, dan tingkat 

keparahan kesalahan atau pelanggaran yang terjadi. 

H.2. Harapan tidak adanya pembalasan 

1. Habitat Indonesia secara tegas melarang segala bentuk pembalasan, termasuk 

pelecehan, intimidasi, tindakan ketenagakerjaan yang merugikan, atau bentuk 

pembalasan lainnya, terhadap para pihak Habitat Indonesia yang, dengan itikad 

baik mengidentifikasi potensi pelanggaran kebijakan Habitat Indonesia, 
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menyampaikan laporan keresahan atas dugaan pelanggaran, pelanggaran 

hukum atau kebijakan Habitat Indonesia dan yang bekerja sama dalam 

penyelidikan. 

2. Setiap orang yang meyakini bahwa dia telah menjadi sasaran segala bentuk 

pembalasan sebagai akibat melaporkan dugaan pelanggaran hukum atau 

kebijakan atau karena bekerja sama dalam penyelidikan harus segera 

melaporkan kejadian tersebut kepada atasan langsungnya dan Komite 

Safeguarding. Atasan langsung dan anggota karyawan lain yang menerima 

keluhan pembalasan harus segera menginformasikan pada Komite 

Safeguarding. 

3. Setiap orang yang melakukan pembalasan sebagaimana tersebut dalam 

kebijakan ini akan dikenakan sanksi hingga dan termasuk pemutusan hubungan 

kerja. 

H.3. Harapan untuk penyelidikan 

1. Laporan pelanggaran, dugaan pelanggaran hukum atau kebijakan, kemungkinan 

pembalasan dan pembalasan akan segera diselidiki oleh Komite Safeguarding 

Habitat Indonesia secara bijak untuk menjamin kerahasiaan 

2. Komite Safeguarding Habitat Indonesia mempunyai hak untuk menetapkan 

kebenaran laporan dan merekomendasikan keputusan mengenai penyelidikan 

kepada National Director 

 

Kebijakan ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memberikan konteks lebih lanjut 

terhadap Perjanjian Etik Habitat Indonesia dan kebijakan-kebijakan seperti: 

1. Buku Pegangan Karyawan Habitat Indonesia 

2. Kebijakan Anti Penyuapan, Penggelapan, dan Korupsi 

3. Kebijakan tentang Gender, Kesetaraan, Anti Diskriminasi, dan Inklusi 

4. Kebijakan Perlindungan dari Eksploitasi, Perlakuan Salah Seksual, dan Prostitusi 

5. Kebijakan Perlindungan Anak, Anti Perdagangan Orang, dan Kerja Paksa 

6. Kode Etik Relawan 
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Pernyataan Kepatuhan Pribadi 

 

Saya sudah membaca Kebijakan Safeguarding Habitat Indonesia dan saya setuju untuk mematuhi 

standar ini selama keterlibatan saya bersama Habitat Indonesia. Saya mengerti bahwa menjadi 

tanggung jawab saya sebagai orang yang terlibat dengan Habitat Indonesia untuk menggunakan akal 

sehat dan menghindari tindakan atau perilaku yang dapat dianggap sebagai pelecehan dan eksploitasi 

anak. 

Nama: 

……………………………………………………………… 

Tanda tangan: 

……………………………………………………………… 

Tanggal: 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




